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MOTTO

“Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang
yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru”

(Albert Einstein)

“Kesalahan seseorang adalah gerbang menuju penemuannya”

(James Joyce)

Dikutip dari : Buku Pintar Mind Map, 2006, halaman 79-80, P.T. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
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RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin berkembang dengan
pesatnya membuat alat pembayaran yang telah ada dirasa kurang efisien hal ini
disebabkan penggunaan uang tunai hanya praktis digunakan dalam pembayaran
yang relatif kecil sedang untuk transaksi atau pembayaran besar dirasa kurang
praktis karena diperlukan kuantitas fisik uang yang banyak, serta faktor
keamanan, karena orang akan merasa tidak aman bila membawa sejumlah uang
tunai dalam jumlah besar. Hal tersebut memungkinkan berkembangnya alat
pembayaran lain diluar alat pembayaran tunai, seperti cek, bilyet giro, transfer.
Kemajuan yang paling akhir adalah berkembangnya alat pembayaran yang
didukung teknologi seperti kartu kredit, kartu debit serta - money. Berdasarkan
Hal tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang
selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “ELECTRONIC MONEY
SEBAGAI LEGAL TENDER DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON-
TUNAI DI INDONESIA (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)”. Dimana dalam
skripsi ini terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi rumusan permasalahan menurut
penulis antara lain apakah electronic money dapat menjadi suatu legal tender, apa
dampak dari penerbitan electronic money terhadap peredaran uang kartal serta apa
saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan electronic
money.

Tujuan penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain untuk memenuhi serta
melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai
gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai upaya untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang penulis
peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember
dengan praktek yang terjadi dimasyarakat dan untuk kepentingan pembangunan
dan sumbangan pemikiran didalam pemahaman dibidang hukum. Sedangkan
tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain untuk mengetahui dan mengkaji
bagaimana penyelenggaraan electronic money sebagai legal tender dalam sistem

pembayaran non-tunai di Indonesia. mengkaji bagaimana pengaruh penerbitan
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electronic money terhadap peredaran uang kartal di Indonesia serta mengkaji
aspek-aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan electronic money.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yang
meliputi pendekatan masalah dengan cara pendekatan undang-undang (Statute
Approach), sumber bahan hukum baik bahan hukum primer (perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atay risalah dalam pembuatan perundang-
undangan) maupun bahan hukum sekunder (publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal hukum), metode
pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan undang-undang (Statute
Approach), dan analisis bahan hukum dengan metode preskriptif kualitatif

Secara umum dapat disimpulkan electronic money dapat menjadi suatu
legal tender apabila electronic money tersebut dapat berlaku dimasyarakat dan
tidak ditolak penggunaanya sebagai alat pembayaran, electronic money
mempengaruhi peredaran jumlah uang kartal yang beredar disuatu negara namun
pengaruhnya memberikan segi positif bagi pihak yang terkait antara lain Bank
Indonesia selaku bank sentral yang merupakan lembaga yang berwenang untuk
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang
sah. Sesuai dengan tugasnya menjaga dan mengatur kelancaran sistem
pembayaran. Dengan dikeluarkannya electronic money maka Bank Indonesia
dapat menghemet pengeluaran biaya dalam penerbitan uang kartal. Berdasarkan
hal ini dibutuhkan suatu undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan
electronic money. Agar dapat berjalan dengan lancar dan aman, diharapkan
undang-undang khusus yang mengatur electronic money memperhatikan berbagai
aspek baik aspek teknis maupun aspek non-teknis penyelenggaraan electronic

money.
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Bab 1. PENDA Lﬁé wgfmlfsms:m

1.1 Latar Belakang

Sistem Pembayaran sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
Hampir setiap saat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari terjadi transaksi yang
dilakukan para pelaku ekonomi, serta masyarakat umum lainnya. Sadar atau tidak,
kegiatan transaksi yang kita lakukan tersebut berkaitan erat dengan sistem
pembayaran. Tahapan evolusi sistem pembayaran dimulai dari sistem
perekonomian yang paling sederhana. yakni yang dikenal dengan istilah barter,
dimana seseorang yang membutuhkan barang tertentu dapat memperolehnya
dengan cara menukarnya dengan barang yang berbeda. Pada masa tersebut belum
ada satuan nilai sebagai alat pengukur barang atau jasa, sehingga orang mengukur
suatu barang dengan barang lainnya.

Sistem barter tersebut kemudian digantikan dengan sistem commodity
currency yaitu sistem pertukaran dengan menggunakan barang tertentu yang telah
diterima secara umum sebagai media pertukaran (medium of exchange) maupun
sebagai suatu standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang. Sebagai
contoh, selama periode awal pemukiman Amerika, penduduknya menggunakan
tembakau, beras, kayu, dan sebagainya sebagai medium of exchange.

Sistem barter dan commodity curreny ini sangat tidak efisien. antara lain karena:
1. Sulit mencari orang yang memiliki barang yang dibutuhkan. dan berkeinginan

untuk menukarkan sebagian barangnya dengan barang yang ditawarkan,

e

Setiap orang mempunyai ide yang berbeda terhadap nilai barang yang akan

dipertukarkan, dibandingkan dengan barang lainnya,

3. Nilai suatu barang yang dipertukarkan belum tentu mencerminkan nilai
sebenarnya, serta belum tentu sesuai nilainya dengan barang yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang yang dipertukarkan.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia, sistem tersebut menjadi
tidak efisien lagi, sehingga muncullah uang sebagai alat ukur dan alat tukar yang
dapat digunakan dalam perdagangan. Bentuk uang itu sendiri secara fisik juga
mengalami evolusi dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang lebih maju

sejalan dengan perkembangan teknologi. Uang dalam bentuk kerang dan batu-
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batuan berganti dengan lempengan logam dan logam mulia. untuk kemudian
berubah lagi menjadi bentuk yang dianggap paling efisien yaitu uang kertas dan
uang logam.

Penggunaan uang tunai (kertas dan logam) telah memberikan kepraktisan
dalam melakukan suatu transaksi pembayaran. Namun sejalan dengan
perkembangan perekonomian dan teknologi, penggunaan uang tunai ini dirasa
cukup praktis untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai relatif kecil. Namun
tidak demikian halnya untuk transaksi-transaksi yang nilainya cukup besar, karena
diperlukan kuantitas fisik uang yang banyak, serta faktor keamanan karena orang
akan merasa tidak aman bila membawa sejumlah uang tunai dalam jumlah besar.
Berbagai kelemahan dalam penggunaan uang kertas dan logam mendorong
inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran. Keberadaan bank dan kemajuan
teknologi semakin memungkinkan berkembangnya alat pembayaran diluar alat
pembayaran tunai, seperti cek, bilyet giro, transfer. Kemajuan yang paling akhir
adalah berkembangnya alat pembayaran elektronik yang didukung teknologi
seperti kartu kredit, kartu debit serta electronic money.

Perkembangan teknologi informasi (IT) termasuk internet, yang cepat
beredar dalam beberapa dekade terakhir membawa pengaruh positif terhadap
perubahan efisiensi perbankan dan sistem pembayaran. Dengan perkembangan
Teknologi informasi (IT) tersebut kegiatan electronic money berkembang dengan
cepat dan memberikan peluang baru untuk meningkatkan pasar dan produk
perbankan baru yang ditawarkan serta produk alat pembayaran secara elektronik.
Electronic money merupakan kegiatan pembayaran non-tunai yang berkembang
cepat, terutama dinegara-negara yang teknologi informasinya telah maju. Di
indonesia electronic money termasuk sebagai alat pembayaran non-tunai baru
dimana belum terdapat pengaturan yang mengaturnya sendiri.

Electronic money termasuk dalam alat pembayaran non-tunai. Selain
electronic money yang menjadi alat pembayaran non-tunai lainnya adalah kartu
kredit, kartu debet dan kartu ATM. Electronic money terutama digunakan dalam
pembayaran-pembayaran yang bersifat kecil seperti membayar jalan tol, parkir
mobil, supermarket, transaksi dikampus, yang apabila dilakukan dengan kartu

kredit atau kartu debit menjadi kurang efisien. Karena harus menset-up on-line
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sistem. Di Indonesia penyelenggaraan alat pembayaran non-tunai ini di atur dalam
Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 T entang Penyelenggaraan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pengaturan mengenai electronic money
dalam Peraturan Bank Indonesia ini hanya secara umum, dikarenakan Peraturan
Bank Indonesia ini merupakan cikal bakal dari peraturan electronic money. Dalam
sistem pembayaran di Indonesia Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat
penting, dimana salah satu tugas dari Bank Indonesia yaitu untuk mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran, hal ini tertuang dalam pasal 8 Undang-
undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank
Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan
mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung
kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan
moneter, kepada bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara
efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggungjawab
yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer
dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu,
bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan
dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat
memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Selain
hal tersebut bagi bank sentral dengan diterbitkannya electonic money selain dapat
meningkatkan efisiensi metode pembayaran, sekaligus dapat menghemat biaya
mencetak, mengedarkan maupun memelihara uang Kartal yang selama ini
membutuhkan biaya yang cukup mahal. Berdasarkan latar belakang tersebut di
atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya
dituangkan dalam skripsi dengan judul “ELECTRONIC MONEY SEBAGAI
LEGAL TENDER DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DI
INDONESIA (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)” dan untuk selanjutnya dalam

penulisan ini electronic money akan ditulis dengan e-money.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat ditarik permasalahan
sebagai berikut :
1. Apakah e-money merupakan legal tender?
2. Apakah pengaruh diterbitkannya e-money terhadap peredaran uang kartal?
3. Apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan e-

money?

1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai tertentu, seperti halnya dalam penulisan
skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu tujuan secara umum dan
tujuan secara khusus
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :
I. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang
bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas

Hukum Universitas Jember

2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya
disiplin ilmu hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan
di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi
dimasyarakat

3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam

pemahaman dibidang hukum
1.3.2  Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :
I. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan e-money sebagai legal

tender dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia.

o

Untuk mengkaji pengaruh yang akan terjadi akibat diterbitkan e-money

terhadap peredaran uang kartal di Indonesia.

)

Untuk mengkaji aspek-aspek dalam penyelenggaraan e-money.
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1.4 Metodologi Penulisan dan Penelitian
Penulisan skripsi ini memerlukan penulisan, metode ini dapat diartikan
sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran,
sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun
metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan Masalah
Metode pendekataan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini
adalah menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)
1.42  Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang
dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum
yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu:
a.Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum vang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005:141). Adapun bahan
hukum primer yang digunakan dapam penulisan ini antara lain Undang-
undang Bank Indonesia, Peraturan Penyelenggaraan Alat Pembayaran
menggunakan Kartu (APMK), peraturan tentang Pengeluaran, Pengedaran,
Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi
dalam skripsi ini
b.Sumber bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar
alas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder dalam

penulisan ini meliputi paper-paper yang berhubungan dengan penyelenggaraan
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e-money, kamus-kamus hukum, buku teks dan bahan-bahan kuliah. (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:141 %
1.4.3  Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan  skripsi ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (starute approach) yang harus dilakukan adalah
mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu
tersebut. Perundang-undangan yang dikumpulkan adalah Undang-undang No 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004
Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI1/2005 tentang
Penyelenggaraan Alat Pembayaran menggunakan Kartu, peraturan Bank
Indonesia No. 6/14/PB1/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah serta buku-buku dan paper-paper yang
berkaitan dengan penyelenggaraan e-money. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:194).
1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-
langkah dalam penelitian hukum. yaitu : (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi, Juga bahan-bahan non-hukum: (3) melakukan
telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan: (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum; dan (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan, (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan
terarah, serta dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Pemberian preskripsi
bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan dan sudah ada. Oleh karena itulah
yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru
atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru
itulah diberikan preskripsi sehingga preskipsi tersebut merupakan suatu fantasi

alau angan-angan kosong. (Peter Mahmud Marzuki. 2005: 206-207).
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Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Legal Tender

Menurut Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (dalam
Buletin Bank Indonesia, 2006: 30) yang dimaksud dengan Legal tender adalah,
“Legal tender is a payment that can not be refused in settlement of debt” (Legal
Tender adalah suatu alat pembayaran yang sah serta tidak dapat ditolak dalam
suatu transaksi). Legal tender pada prinsipnya adalah sebuah ketentuan hukum
yang menyatakan bahwa suatu alat pembayaran dapat diterima secara umum dan
tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran. Sebagaimana Currency Act (Undang-
undang Mata Uang) negara lain, pengertian legal tender untuk uang kertas
dibedakan dengan uang logam dari sisi jumlahnya.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional diartikan sebagai setiap alat tukar
yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat
diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.
Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern. diartikan beberapa ahli berikut

(internet, 2007) :

A.C. Pigou dalam bukunya The Veil of Money, yang dimaksud uang
adalah alat tukar. D.H. Robertson dalam bukunya Money, ia mengatakan
bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk
mendapatkan barang-barang. R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern
Banking menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum
diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-
Jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

Sehingga dapat disimpulkan uang adalah segala sesuatu yang dapat

diterima umum sebagai alat pembayar barang-barang, alat tukar, merupakan
kekayaan dan dapat digunakan untuk menbayar hutang. Peraturan Bank Indonesia
No. 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan
Serta Pemusnahan Uang Rupiah terdapat dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud
dengan uang adalah uang rupiah. Sedangkan pengertian uang menurut Mardi
Handono (2005; 1-3) adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai

suatu alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu.

s 6= )
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Manfaat dari uang adalah:

. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang
diinginkan secara cepat.

Mempeermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa
Memperlancar proses perdagangan secara luas

Digunakan sebagai tempat penimbun harta kekayaan

Lt

Kriteria dari uang antara lain:
Ada jaminan,

Disukai umum,

Nilai yang stabil,
Mudah disimpan,
Mudah dibawa,

Tidak mudah rusak,
Mudah dibagi dan
Suplai harus elastis.

BN -

% N o\

Sedangkan fungsi dari uang itu sendiri adalah:

1. Alat tukar menukar

2. Satuan hitung

3. Penimbun kekayaan

4. Standar pencicilan hutang

Pengertian uang kertas dan uang logam berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No. 6/14/PB1/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah terdapat dalam Pasal 1, uang kertas
adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan
lainnya.(Pasal 1 ayat (2)), uang kertas memiliki ciri-ciri antara lain (Pasal 3 ayat

(2)):

a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”

b. Kata “ Bank Indonesia”

¢. Pecahan dalam huruf dan angka sebagai nominalnya
d. Tahun emisi

e. Nomor seri

£

Kata “Dewan Gubernur”, tanda tangan dan sebutan Gubernur dan
seorang anggota Dewan Gubernur, dan

g. Kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia
mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”.

Sedangkan pengertian uang logam berbeda dengan pengertian uang kertas,

terdapat pada pasal 1 ayat (3) adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari
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alumunium bronze, kupronikel atau bahan lainnya. Yang menjadi ciri-ciri dari

uang logam berdasarkan peraturan ini antara lain (pasal 3 ayat (3)):

Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
Kata * Bank Indonesia”

Pecahan dalam angka sebagai nominalnya; dan
Tahun emisi

SR

Uang kertas berlaku sebagai legal tender dalam jumlah berapa pun pada
setiap transaksi pembayaran. Sedangkan untuk uang logam, berlaku sebagai legal
tender untuk jumlah tertentu untuk setiap pecahan. Namun demikian. pembatasan
Jumlah uang logam tidak berlaku bagi setoran nasabah kepada bank. Selain 2 jenis
uang tersebut terdapat 1 jenis uang lagi yaitu uang kuasi. Uang kuasi adalah uang
yang dimiliki masyarakat namun tidak beredar (untuk sementara). Contohnya :
Uang di celengan, uang di brankas pribadi, uang di tabungan, uang di deposito.

Dalam peredarannya terdapat uang yang dianggap tidak layak edar yaitu,
uang rusak, lusuh dan cacat sehingga perlu diambil dari peredaran. Dalam
Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PB1/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran,
Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah terdapat pengertian

dari:

Uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang
yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. (pasal 1 angka (4))
Sedangkan yang dimaksud dengan uang lusuh adalah uang yang ukuran
fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi uang telah
berubah yang disebabkan antara lain karena Jamur, minyak, bahan kimia,
coretan-coretan.(pasal 1 angka (5)). Uang cacat adalah uang hasil cetakan
yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Bank Indonesia. (pasal 1 angka (6)). Uang rusak adalah uang yang ukuran
atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena
terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang yang ukuran fisiknya tidak
berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau uang yang
mengerut.

Menurut Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat
Hukum Bank Indonesia (dalam Buletin Bank Indonesia, 2006: 12-13)
pertimbangan dalam pembatasan uang logam sebagai legal tender dalam jumlah

tertentu untuk setiap pecahan adalah sebagai berikut:
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1) Memberikan beban (resiko selisih kurang, handling cost/ pengendalian
uang) kepada pihak yang menerima pembayaran dalam jumlah besar
apabila dilakukan dalam uang logam.

2) Fungsi uang logam lebih ditujukan untuk pengembalian.

3) Secara best practice(pengalaman) di beberapa negara lain, penggunaan
uang logam sebagai legal tender dibatasi dalam jumlah tertentu antara
lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Australia, Inggris, Kanada.

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat kontra argumen untuk membatasi

jumlah uang logam sebagai legal tender dengan alasan sebagai berikut:

1) Bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah banyak menggunakan
uang logam (seperti pedagang kecil di pasar tradisional, tukang
parkir, kondektur angkutan umum, dan lain-lain) akan mendapat
kesulitan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah besar dengan
menggunakan uang logam.

2)  Kedudukan uang logam sebagai legal tender yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia menjadi sangat terbatas penggunaannya.

Dalam prakteknya legal tender mengalami perkembangan hal ini
diungkapkan oleh Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (dalam
Buletin Bank Indonesia, 2006: 30), khususnya mengenai :

1) Batasan yang tergolong dalam legal tender, tidak terbatas pada uang
kartal baik uang kertas dan uang koin bahkan menjangkau pada alat
pembayaran yang lain seperti cek. kartu kredit dan kartu debet serta
berbagai alat pembayaran sejenis dengan metode non-currency

2) Keharusan penggunaan legal tender tersebut mencakup semua
transaksi pembayaran atau pemenuhan kewajiban seperti yang
tercantum dalam Nepal Renstra Bank Act “ the currency notes issued
by this bank shall be legal tender in payment for the amount expressed
there in though out the kingdom of nepal”, (Peraturan Bank Nepal
Renstra “Bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank
ini akan menjadi Legal Tender untuk memudahkan suatu pembayaran
dalam jumlah tertentu yang berlaku pula diluar Kerajaan Nepal™) atau
berupa pembayaran transaksi hutang piutang

Praktik yang terjadi di dunia, bahwa batasan legal tender kemudian

menjadi kewenangan sepenuhnya dari negara masing-masing untuk menentukan,

yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Mata Uang (Currency Act)

ke £
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maupun dalam Undang-Undang Bank Sentral (Central Bank Act) sehingga

batasan legal tender negara satu dengan negara lainnya akan berbeda-beda.

2.2 Electronic Money
Dalam Report On Electronic Money tahun 1998 (dalam Paper Bank

Indonesia, 2006: 4) yang disusun oleh European Central Bank, e-money sebagai

an electronic store of monetary value on a technical devise that may be
widely used for making payment to undertaking other than the issuer
without necessarily involving bank accounts in the Iransactions, but acting
as aprepaid brearer instrument” (Nilai ekonomis yang tersimpan dalam
suatu  media elektronik dapat pula digunakan untuk melakukan
pembayaran atau untuk alasan yang lain, dimana Pengguna tidak
diharuskan membuka rekening di suatu bank untuk melakukan transaksi,
tetapi menggunakan sistem prabayar)

Sementara itu The Bank For International Settlement, e-money sebagai

“stored value or prepaid products in which a record of the funds or value
aviable to a consumer is stored on an electronic devise in the consumer's
possession”. (produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai
uang disimpan dalam suatu peralatan elektronis yang dimiliki seseorang).

Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat customer
menggunakannya untuk pembayaran, maksudnya jika e-money digunakan oleh
customer dalam suatu transaksi maka dengan sendirinya nilai uang yang
tersimpan dalam e-money akan berkurang dan jika nilai uang yang tersimpan
mencukupi dalam pembayaran suatu transaksi ekonomi maka transaksi tersebut
akan batal, namun jika nilai uang yang ada di e-money tersebut diisi ulang maka
transaksi ekonomi akan dapat dilaksanakan kembali. Disamping itu e-money yang
dimaksudkan disini berbeda dengan “single-purpose prepaid card’ lainnya seperti
kartu telepon, sebab e-money yang dimaksudkan di sini dapat digunakan untuk
berbagai macam jenis pembayaran (multi-purposed). (Paper Bank Indonesia,
2003: 5)

Pengertian lainnya yang terdapat dalam The Bank For International

Settlement (dalam Paper Bank Indonesia. 2006: 4) menyebutkan e-money adalah
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" monetary value as represented by a claim on the issuer which is - (1)
stored on an electronic device, (11) issued on receipt of funds of an amount
not less in value than the monetery value issued, (11l) accepted as means of
payment by undertakings other than the issuer” (Penerbit memberikan
solusi antara lain: (I) tersimpan dalam suatu media elektronik, (I1)
Pengguna tidak boleh melakukan transaksi melebihi nilai ekonomis yang
tersimpan, (I11) Penerbit tidak berkewajiban terhadap pembayaran yang
terjadi).

E-money juga disebut sebagai “stored value products (SPVs)” atau
pembayaran dimuka suatu produk yang nilai saldonya tersimpan dalam suatu
media (misalnya dalam bentuk kartu) yang dipakai sebagai alat pembayaran dan
dapat diterima luas oleh masyarakat. E-money dapat pula digunakan sebagai
penyimpan nilai atau “ stored value” atau juga pembayaran dimuka suatu produk
yang didalamnya terdapat nilai yang tersimpan dan nilai tersebut akan berkurang
apabila kartu tersebut digunakan oleh konsumen. (Paper Bank Indonesia, 2003: 3)

Dari Pengertian-pengertian yang telah diungkapkan diatas maka dapat
disimpulkan mengenai beberapa hal pokok yang melekat pada e-money yaitu nilai
uang yang tersimpan dalam suatu alat elektronik dan dapat digunakan oleh
pemegang sebagai alat pembayaran tanpa melibatkan rekening dibank.

E-money dapat dibedakan dalam 2 kategori (Paper Bank Indonesia, 2006: 4):

a Kategori I: merupakan cards-based product yaitu pembayaran dimuka
atas sebuah kartu, yang nilai uangnya tersimpan dalam “magnetic
stripe”(garis magnetik) atau computer chip yang melekat pada kartu
tersebut. Kartu katagori I pertama kali dikembangkan di Belgia dan di
United Kingdom pada pertengahan 1990. sebagai contoh, yang
terkenal adalah Mondex, Octopus, Proton dan Visa Cash, yang banyak
beredar di Asia Tenggara, USA dan Eropa.

b Katagori II: merupakan net-work based product, yaitu pembayaran
dimuka atas produk soft-ware, dimana nilai uangnya berbentuk
elektronik yang biasanya tersimpan dalam hard disk computer dan
dapat di transfer melalui jaringan komunikasi (misalnya internet) antar
pengguna - computer yang tergabung dalam Jjaringan  “money
system™(sistem uang). Untuk katagori ini biasanya tidak lagi digunakan
untuk transaksi eceran. Di negara — Negara yang maju banyak
dijumpai jaringan dari “money system” (sistem uang) ini, contohnya
Kleline (Franch), Virtual C@sh (Spain), E-Cash (Switzerland),
Barclaycoin dan Magex Wallet (UK) ataupun eCash Technologies
(USA). Menurut paper BIS (Bank Jor International Settelments) |
electronic money kategori kedua ini di terbitkan bukan hanya akan
menggantikan kertas dan koin, tetapi juga dalam hal tertentu akan
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menggantikan alat pembayaran non-tunai lainnya seperti cek ataupun
bank transfer dapat pula dikatakan sebagai pengganti peranan bank
deposit).

Secara fisik e-money hampir sama dengan kartu Kredit, Kartu Debet serta
kartu ATM, terlihat dari jenis bahan kartu serta penggunaan “magnetic
stripe”(garis magnetik) atau computer chip untuk menghubungkan pengguna
dengan merchant dalam melakukan suatu transaksi. Walau demikian e-money
memiliki fungsi dan otorisasi yang berbeda dari kartu-kartu tersebut.
Perbedaannya terletak pada sifat yang terkandung dalam E-money yang
merupakan alat pembayaran elektronis card-based (kartu elektronik) seperti kartu
kredit dan kartu debet. Kartu kredit dan kartu debet bukan merupakan ‘prepaid
products’ (produk prabayar) melainkan ‘access products (produk akses)’. Di sebut
access products’ karena pada prinsipnya kartu kredit dan kartu debet hanya
merupakan media yang digunakan untuk melakukan akses dan otorisasi secara on-
line dalam rangka melakukan perintah pembayaran atas beban rekening nasabah,
baik rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit),
dimana rekening nasabah akan langsung didebet pada saat melakukan transaksi
pembayaran. (Paper Bank Indonesia, tth: 2). Sedangkan e-money disebut sebagai
prepaid products’ dikarenakan segala jenis transaksi yang digunakan murni tanpa
ada hubungan dengan pembukaan rekening, hal ini dikarenakan e-money dibuat
semata-mata digunakan sebagai media yang mempermudah customer dalam
melakukan suatu transaksi yang bersifat kecil atau retail. e-money ini merupakan
uang dalam bentuk yang lebih praktis, karena uang yang terdapat dalam e-money
merupakan uang rupiah yang customer masukkan kedalam e-money dan dalam e-
money nilai uang sama dengan nilai uang yang secara cash (tunai) yang akan
dimasukkan customer dalam e-money.

E-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PB1/2005
tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu pada pasal 1 angka
(7) e-money disini termasuk dalam kartu prabayar. Kartu prabayar disini memiliki
pengertian sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang diperoleh
dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara

langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan
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menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah atau
dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang digunakan untuk melakukan
transaksi pembayaran dengan cara menggunakan secara langsung nilai uang pada
kartu tersebut. E-money ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kartu
prabayar single perpose (single perpose prepaid card) dan katu prabayar multi
purpose (multi purposes prepaid cards), kedua jenis kartu prabayar ini diatur
dalam pasal 1 angka (8-9). Kartu prabayar single purpose adalah kartu prabayar
yang dilakukan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari
satu jenis transaksi ekonomi, misalkan kartu prabayar yang hanya dapat
digunakan untuk pembayaran tol atau kartu prabayar yang hanya dapat digunakan
untuk pembayaran transportasi umum. Kartu prabayar ini hanya terbatas pada 1
jenis transaksi. Sedangkan kartu prabayar multi purpose adalah kartu prabayar
yang hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang
timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalkan kartu prabayar yang dapat
digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum dan untuk
berbelanja. Maksud dari kartu prabayar jenis multi purpose ini dengan
menggunakan satu kartu dapat melakukan beberapa kegiatan atau transaksi
sekaligus.

E-money menurut Mardi Handono (2005; 31) menyatakan bahwa kartu
prabayar adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, penarikan tunai dan atau pemindahan
dana, dimana pemegang kartu menyetorkan terlebih dahulu sejumlah dana tertentu
kepada penerbit, dan kewajiban pemegang kartu terpenuhi seketika dengan
mengurangi secara langsung nilai dana tersebut.

Berikut ini contoh dari e-money yang telah beredar misalkan di negara
Hongkong. Pengaturan mengenai e-money diatur dalam Banking Ordinance,
antara lain yang menjadi penerbit adalah bank dan Special Purpose Deposite
talking Company atas persetujuan HKMA. Saat ini belum ada kebijakan khusus
untuk mengantisipasi dampak terhadap kebijakan moneter dan seignorage karena

implikasinya dianggap belum signifikan. Di Hongkong mewajibkan bagi setiap
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penerbit untuk memberikan laporan secara periodik atas e-money yang telah

diterbitkannya. (Paper Tim Moneter Bank Indonesia. 2006:8-10)

Di Hongkong telah terdapat 3 (tiga) macam kartu yaitu:

1. Prime Visa Cash

kartu ini memiliki karakteristik antara lain:

a.

f

Tersedia dalam bentuk disposible (tidak dapat diisi ulang) dan
reloadable (dapat diisi ulang)

Prime Visa card dalam bentuk disposible card dapat diisi dengan nilai
uang sampai dengan HKD 200 (USD 26) sedangkan yang berbentuk
reloadable card dapat diisi ulang sampai dengan HKD 3000 (USD
385)

Pemegang Prime Visa Card reloadable card dapat diisi ulang atau
menarik uang dari kartunya di ATM

Tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer antara pemegang
kartu (non transferiability among end users)

Dapat digunakan untuk melakukan transksi di 4.500 (empat ribu lima
ratus) merchant yang terdiri dari super market, fast food. restaurant,
kafe, departement store, pom bensin, toko buku, salon dan lain-lain

Diterbitkan oleh 9 (sembilan) kelompok bank di Hongkong

2. Octopus Card

Memiliki karakteristik sebagai berikut:

&,

b.

Dapat diisi ulang sampai dengan HKD 1.000 (USD 129)

Diterbitkan oleh Creative Star Limited (CSL) sebuah perusahan jasa
transportasi yang telah diberikan status sebagai Special Purpose
Deposite Talking Company berdasarkan The Banking Ordinance

Selain dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang berhubungan
dengan transportasi, dapat juga digunakan untuk melakukan transaksi
di Convenience Store (toko buku yang menjual makanan atau
minuman, surat kabar, dan lain-lain serta buka 24 jam), vending
mechine, ticketing mechine, fast food restaurant, toko roti. kolam

renang umum, pusat-pusat rekreasi dan lain-lain. Saat ini terdapat
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16.000 (enam belas ribu) merchant terminal yang menerima transaksi
menggunakan Octopus Card.
d. Tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer kepemegang kartu
lainnya (non transferiability among end users).
¢. Pada akhir tahun 2001 Octopus Card telah mencapai 7,4 juta kartu
dengan transaksi perharinya mencapai 6 juta transaksi.
3. Mondex
Memiliki karakteristik antara lain:
a. Dapat diisi dengan nilai uang sampai dengan HKD 3.000 (USD 385)
dan dapat diisi ulang
b. Diterbitkan oleh Hongkong Bank dn Hang Seng Bank
¢. Mirip dengan Banknote sehingga dapat dipindah tangankan secara
bebas dari satu pemegang kartu kepada pemegang kartu lainnya atau
dari pemegang kartu kepada merchant tanpa melalui proses kliring.
Sampai dengan akhir maret 2001, jumlah kartu vang beredar mencapai
243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu). Sementara itu merchant
yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu mondex
mencapai 1.120 (seribu seratus dua puluh) merchant dan 3.000 (tiga

ribu) merchant terminal.

2.3 Bank Indonesia

Kata hank berasal dari bahasa Italia hanca. Biasanya bank menghasilkan
untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman.
Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak. Dari pengertian di
atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan
yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu

berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan
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jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal
dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi
keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi
yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi
keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti
menerima tabungan dan memberikan pinjaman. (internet, 2007)

Bank dalam kamus hukum Fockema Andrea (dalam Hermansyah, 2005:8)
pada umumnya suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan
dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung
dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada Bankier sebagai tertarik,
maka arti di atas di perluas; orang atau lembaga dalam pekerjaannya secara teratur
menyediakan uang untuk pihak ketiga. Sedangkan Menurut F. E. Perry (dalam
Kamaruddin, 1994:28)

Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya
atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam
penarikan deposito yang dilakukannya atas permintaan menghimpun cek
untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus
deposito sehingga diperlukan untuk pembayaran

Perpustakaan Inggris kuno menjelaskan arti bank secara singkat sebagai
berikut:... tugas perbankan terutama menghimpun uang pihak ketiga. Menurut
Macleod dalam bukunya The Theory and Practice of Banking (1856), tugas bank
adalah essentially to create credit (semudah mungkin menciptakan kredit).
Dijelaskan Bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan
cara menciptakan pinjaman lainnya atau a banker is a trader whose busineass to
buy money and debts by creating other debs. G.R. Hawtrey dalam karyanya
Currency and Credit yang diterbitkan pada tahun 1919 berpendapat uang ditangan
masyarakat berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan sebagai alat
mengukur nilai (standard of value). Masyarakat memperoleh alat ukur
berdasarkan kredit yang disalurkan oleh badan usaha perantara yang
memperdagangkan utang ataupun piutang. Penulis lain A. Hahn dalam bukunya
Volkswirtshafiliche Theori Des Bank Kredits ( 1920) berpendapat tugas bank

terletak pada pemberian pinjaman dari simpanan yang dipercayakan. Prof. G.M.
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Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan bahwa bank adalah suatu
badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat
pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun
dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral. Sedangkan
yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah bank yang memperoleh hak untuk
mengedarkan uang kertas dan uang logam. (Simorangkir, 2004:9-12)

Menurut Marulak Pardede (dalam paper Dibutuhkan Undang-Undang Mata
Uang yang Terintegrasi, 2005: 9-16) Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dapat
dilihat dari beberapa aspek antara lain dari segi kelembagaan, tujuan dan tugas Bank
Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia. serta hubungan dengan pemerintah.
Berikut ini penulis jabarkan lebih lanjut mengenai Bank Indonesia jika dilihat dari
beberapa aspek:
a. Kelembagaan Bank Indonesia

Ditinjau dari segi kelembagaannya, berdasarkan Pasal 4 UU No.23 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank

Indonesia menetapkan sebagai berikut :

(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan
pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara
tegas diatur dalam undang-undang ini.

(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

1. Kedudukan Sebagai Bank Sentral.

Dengan ditetapkannya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia,
maka dapat ditegaskan bahwa Bank Indonesia bukan suatu bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat dalam sistem perbankan di Indonesia. Ketentuan UU No.10
tahun 1998 hanya menetapkan terdapatnya dua jenis bank yang melakukan usaha
Perbankan di Indonesia. yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua
jenis bank tersebut melakukan kegiatan intermediasi di antara anggota-anggota
masyarakat di Bidang perbankan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No.23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank

Indonesia dijelaskan bahwa:
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Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang
mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari
suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi
perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai 'Lender of the last resort’. Bank
Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memeliahara kestabilan
nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang
dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian dalam rangka
mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas
perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral
dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan demikian jelaslah bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak
sama dan tidak termasuk sebagai suatu jenis bank sebagaimana diatur oleh UU
No.10 tahun 1998.

2. Kedudukan Sebagai Lembaga Negara

Ketentuan UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia secara tegas menetapkan Bank Indonesia
sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan
atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU
No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang
Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu dapat diketahui sebagai berikut:

1. Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen dan
didirikan berdasarkan undang-undang (pasal 4 ayat (2)).

2. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya berada di luar
pemerintahan dan atau lembaga lainnya (penjelasan pasal 4 ayat (2)).

3. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 58).

4. Laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan dan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR (pasal
61).

Dalam ketatanegaraan di Indonesia terdapat lembaga tertinggi negara dan
lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara menurut sistem ketatanegaraan dalam
UUD 1945, dan TAP MPRS No.X/MPRS/1966 hanya dikenal Eksekutif, Legislatif,

Makhamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan.

Tidak disebutkan adanya Bank Indonesia.
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3. Kedudukan sebagai Badan Hukum

UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun
2004 Tentang Bank Indonesia memberikan kedudukan sebagai badan hukum kepada
Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, berdasarkan hal ini dapat dikemukakan, bahwa :
menurut teori ilmu hukum, suatu badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban
serta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pemiliknya sehingga dapat
bertindak sebagai subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya.
Suatu badan hukum sebagai subjek hukum dapat terpisah dari pemiliknya. Mengenai
kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum itu diperjelas dalam penjelasan
pasal 4 ayat (3) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sebagai berikut :

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini
dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam
mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik
berwenang untuk menetapkan peraturan dan sanksi dalam batas
kewenangannya.

Kalimat terakhir dari penjelasan pasal 4 ayat (3) tersebut di atas secara tegas
menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai badan hukum publik. Dengan
demikian, sehubungan dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perizinan, pembinaan dan pengawasan
bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang terkait dengan
kewenangan Bank Indonesia sudah menunjukkan tugas dan wewenang Bank Sentral
sebagai suatu badan hukum publik di Indonesia. Sebagai badan hukum publik, Bank
Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih luas dari badan hukum perdata,
misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik
mempunyai kekuatan mengikat seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian mengenai ketentuan yang mengatur kelembagaan Bank
Indonesia yang tercantum di dalam undang-undangnya dan dikaitkan dengan
ketentuan-ketentuan UU Perbankan 1998, kiranya cukup menunjukkan kemandirian
Bank Indonesia dari segi kelembagaannya. Dengan demikian ketentuan

kelembagaan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah
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diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 T entang Bank Indonesia kiranya sudah cukup
mengatur kedudukan bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya

di bidang moneter di Indonesia.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara, UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tujuan
dan tugas yang harus dilaksanakan. Ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
menetapkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) tersebut dijelaskan sebagai
berikut :

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kestabilan
nilai rupiah terhadap nilai barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara
lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur atau tercermin
dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang
negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting
untuk  mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat
(1) serta penjelasannya tersebut, maka UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tugas
utama Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 8 di bawah ini :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
¢.  Mengatur dan mengawasi bank.

Penjelasan pasal 8 menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai
keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan
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melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain
melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas
pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang
efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan
tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem
pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem
perbankan yang schat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan
mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan
mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan
moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, tugas-tugas yang ditetapkan dalam pasal 8
tersebut dirinci lebih lanjut pada pasal 10 sampai dengan pasal 35, pada prinsipnya
dari rincian tugas-tugas yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, fungsi suatu
Bank Sentral sudah cukup dianut oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas-tugas
Bank Indonesia dalam rangka tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah memerlukan kemandirian Bank Indonesia agar mencapai hasil yang efektif
dan efesien. Kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugasnya tersebut
ditegaskan oleh ketentuan pasal 9 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang melarang campur
tangan pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan kewajiban Bank
Indonesia menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan tersebut.
Ketentuan pasal 9 No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3

Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap
pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8-"

(2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk
campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan pasal 9 tersebut di atas diperjelas lebih lanjut dalam penjelasan

ayat (1)-nya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank
Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya. Yang
dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi
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kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ketentuan ini
dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya berdasarkan  undang-undang ini secara efektif. Tidak
termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan
oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas
permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 serta penjelasannya tersebut, kiranya
mengenai kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas vang
dibebankan kepadanya sudah cukup jelas. Pemerintah ataupun lembaga-lembaga
lain tidak boleh turut campur dalam atau mempengaruhi sesuatu kebijakan yang
akan diputuskan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya
sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan pasal 9 UU No.23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank
Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan yang mengatur tugas Bank Indonesia
yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. Ketentuan
UU No. 13 Tahun 1968 Bank Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan Bank
Indonesia dengan pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya. yaitu Bank
Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya harus berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh pemerintah (yang dibantu oleh suatu Dewan Moneter).

¢.  Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara yang melaksanakan tugas-tugas yang
ditetapkan oleh undang-undangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur
yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-
kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi
Gubernur (pasal 36 dan pasal 37). Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan
wewenang Bank Indonesia, serta mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar
pengadilan (dengan kemungkinan untuk memberikan pelimpahan wewenang) (pasal
38 dan pasal 39). Dari beberapa ketentuan lainnya dalam UU No.23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
dapat diketahui adanya kepastian hukum bagi jabatan dan pejabat yang menjabat
anggota Dewan Gubernur tersebut yang pada hakekatnya sangat mendukung tentang

kemandirian Bank Indonesia, antara lain mengenai :
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a.  Perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur dan pejabat Bank
Indonesia yang telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan
tugas dan wewenangnya. Ketentuan pasal 45 UU No.23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank

Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank
Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau
kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

b.  Perlindungan hukum Untuk masa jabatan anggota dewan Gubernur sehingga
dapat dilaksanakan secara penuh oleh yang bersangkutan. Ketentuan pasal 48

UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun

2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa Jjabatannya
kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan
tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3
bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan,
dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur
atau berhalangan tetap.

Di samping hal-hal tersebut di atas, mengenai ketentuan-ketentuan yang
diktumnya mengatur penunjukan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berdasarkan
usul dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat serta
penunjukan Deputi Gubernur berdasarkan usul Gubernur dan diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah juga mendukung kemandirian
Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara di luar pemerintah, terutama ditinjau
dari peranan pemerintah yang biasanya sangat berpengaruh dalam pengangkatan dan

pemberhentian pejabat negara.

d.  Hubungan dengan Pemerintah.
Beberapa ketentuan UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sepanjang mengenai

hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah juga menegaskan kemandirian Bank
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Indonesia sebagai lembaga negara di luar pemerintah. Ketentuan tersebut antara lain

mengenai :

a.  Kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat dan atau mengundang Bank
Indonesia dalam sidang kabinet. Dalam hal ini kehadiran Bank Indonesia
dalam sidang kabinet adalah berdasarkan suatu permintaan dan undangan dari
pemerintah terlebih dahulu. Kiranya dapat diartikan bahwa tidak lagi terdapat
suatu hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat perintah yang
menghilangkan kemandirian Bank Indonesia.

Ketentuan pasal 54 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai
berikut :

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang
Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi,
perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau
masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

b.  Larangan bagi bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah dengan
ancaman batal jika larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian pemerintah
tidak dapat memerintahkan kepada Bank Indonesia agar memberikan kredit
untuk sesuatu kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat didanai sendiri olch
pemerintah. Bank Indonesia harus menolak suatu permohonan kredit yang
diajukan oleh Pemerintah walaupun tujuan penggunaan kredit tersebut oleh
Pemerintah bagi kepentingan peningkatan rakyat banyak. Sementara itu
pembatalan perjanjian kredit itu dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat
dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung (penjelasan pasal 56 ayat (2)).
Ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

(1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

(2) Dalam hal Bank Indonesia Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perjanjian Pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal
demi hukum.
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Meskipun demikian, tampaknya masih ada campur tangan pemerintah
terhadap Bank Indonesia terutama mengenai hal-hal yang tidak berkaitan dengan
tugas-tugas utama Bank Indonesia. Dalam hal ini misalnya tentang ketentuan
pengusulan jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior tetap berasal dari
pemerintah (pasal 41 ayat (1)) dan ketentuan tentang keharusan Dewan Gubernur
menyampaikan anggaran tahunan Bank Indonesia dan pelaksanaannya kepada
pemerintah (pasal 60 ayat (2)) serta ketentuan lentang penyerahan surplus dari hasil
kegiatan Bank Indonesia Kepada Pemerintah (pasal 62 ayat (2)).
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Bab 3. PEMBAHASA UNIVERSITAS prp

3.1 E- Money Sebagai Legal Tender

Uang adalah sebagai sesuatu yang secara luas dapat diterima sebagai alat
pembayaran atas barang dan jasa, digunakan sebagai medium of exchange serta
sebagai unit standar pengukuran harga dan hutang. Berdasarkan pengertian yang
telah dijabarkan diatas tidak menyebutkan bahwa uang tersebut harus dicetak oleh
negara. Meskipun dalam perkembangannya dibanyak negara, uang terdiri dari
uang kertas dan uang logam selalu dicetak oleh negara melalui bank sentral, hal
ini menyebabkan negara sebagai penerbit (issuer) tidak sesuai dengan konsep
uang. Di Indonesia uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam diterbitkan oleh
Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas maka, uang adalah segala
sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayar barang-barang, alat
tukar, merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk menbayar hutang Segala
sesuatu yang sudah memenuhi pengertian diatas dapat dianggap uang asal
memenuhi syarat utama yaitu segala sesuatu yang dapat diterima oleh umum
apakah terbuat dari logam kertas ataupun dari benda lainnya, bilamana telah
diterima oleh umum (masyarakat) sebagai alat penukar, alat pengukur nilai,
penyimpan kekayaan dapat kita anggap sebagai uang

Terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam uang yaitu diterima secara
luas, sebagai alat pembayaran, dinyatakan dalam nilai dimana harga dan hutang
dapat diukur. Dengan demikian smart card (kartu pintar)yang hanya digunakan
dalam transaksi tertentu misalkan kartu telepon, yang hanya digunakan untuk
telepon dan tidak digunakan untuk pembayaran lain, tidak dapat dikategorikan
sebagai uang karena tidak dapat diterima secara luas. Dalam hal ini smart card
termasuk dalam jenis e-money single purpose atau kartu prabayar dengan satu (1)
tujuan.

Uang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu identifield money dan
anonymous money. Identifield money biasanya disertai informasi mengenai
identitas dari penarik uang tersebut dari bank, seperti halnya kartu kredit sechingga

bank dapat melacak kemana peredaran uang itu berjalan. Sedangkan anonymous

27
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money percis sama dengan uang kertas begitu ditarik dari bank maka tidak dapat
dilacak lagi kemana uang tersebut beredar. E-money termasuk kedalam kategori
anonymous money, karena begitu sudah berada ditangan customer, maka tidak
dapat lagi ditaksir kemana uang itu dibelanjakan, mengingat peredarannya sudah
tidak melalui perbankan lagi.(Paper BI, 2003:7)

Pada dasarnya tidak semua alat pembayaran adalah legal tender menurut
A. Nussbaum (dalam paper BI, 2003:8). Sejarahnya, bank-note menjadi uang
terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai legal render. Setelah menjadi legal
tender maka orang tidak dapat menolak pembayaran yang dilakukan dengan
memakai uang tersebut

Legal tender merupakan suatu alat pembayaran yang sah. Biasanya yang
dikenal dengan legal tender adalah alat pembayaran tunai yaitu uang, baik uang
kertas maupun uang logam. Dimana yang berwenang untuk mengeluarkan uang
adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tertuang dalam tugas dan
wewenangnya dalam hal mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
yang diatur dalam pasal 15 ayat (1¢) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Walaupun demikian
tidak menutup kemungkinan alat pembayaran lain dapat dijadikan suatu legal
tender, alat pembayaran lain disini dimaksudkan adalah alat pembayaran non-
tunai, biasanya paper base (berbahan dasar kertas) seperti cek, bilyet giro ataupun
wesel, serta non-paper base (tidak berbahan dasar kertas atau berbahan dasar
kartu), seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debet, e-money (kartu prabayar) dan
lainnya, yang dapat memenuhi syarat sebagai alat pembayaran. Adapun unsur-
unsur dari suatu /egal tender antara lain diterima secara luas menjadi suatu alat
pembayaran dan tidak boleh ditolak dalam suatu transaksi pembayaran.

Setiap Negara memiliki perbedaan dalam batasan terhadap legal tender,
Pembatasan legal tender di Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Pengaturan tersebut terdapat pada pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah yang
disingkat dengan Rp.
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(2) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan
pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika
dilakukan diwilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang
rupiah, kecuali jika ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia.

(3) Setiap orang atau badan yang berada diwilayah Negara Republik
Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang
penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau pemenuhan
kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dalam ayat
(3).

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk
keperluan pembayaran ditempat atau daerah tertentu, untuk maksud
pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dengan valuta asing
yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan
peraturan Bank Indonesia.

Menurut Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (dalam
Buletin Bank Indonesia, 2006: 32-33) ketentuan tersebut memberikan suatu arti
dimana untuk kategori legal tender tidak ada pembatasan wujud uang, berarti
tidak ada keharusan bahwa yang merupakan alat pembayaran yang sah adalah
uang kartal baik uang kertas maupun uang logam. Berdasarkan pasal 2 UU No.23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank
Indonesia ini memberikan 2 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan
badan yang berada diwilayah Republik Indonesia yaitu, wajib menggunakan uang
rupiah sebagai alat pembayaran dan dilarang menolak pembayaran dengan rupiah
bagi penerima pembayaran. Keharusan penggunaan uang rupiah dalam wilayah
Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol
kedaulatan Negara, yang harus ditegakkan keberadaannya.

E-money sebagai suatu legal tender, berdasarkan pembahasan diatas dapat
merupakan legal tender jika memenuhi 2 prinsip yaitu wajib menggunakan uang
rupiah sebagai alat pembayaran dan tidak ditolak dalam pembayaran. Dalam hal
ini mengandung pengertian bahwa e-money ini diharuskan diketahui oleh setiap
orang di Indonesia, sedangkan biasanya penggunaan e-money pada umumnya
dilakukan di daerah perkotaan untuk pedesaan belum dapat dilaksanakan karena
faktor-faktor keterbatasan teknologi serta luasnya daerah di Indonesia, sehingga
sulit untuk memeratakan teknologi tersebut. Selain itu biasanya pusat bisnis dan
teknologi terdapat di perkotaan, sehingga permintaan untuk kemudahan dan

kepraktisan lebih banyak dan lebih cepat berkembang. Kendala keterbatasan yang
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masih banyak dinegara Indonesia, terutama dikarenakan negara kita ini
merupakan negara yang sedang berkembang sehingga masih jauh untuk dapat
diterapkannya e-money diseluruh wilayah Indonesia, jadi wajarlah jika nantinya
pelaksanaan e-money akan terpusat di daerah perkotaan. Berdasarkan batasan
terhadap legal tender yang telah disebutkan diatas .maka e-money bisa dijadikan
suatu legal tender di wilayah Negara Republik Indonesia jika memenuhi 2 prinsip
yaitu dalam media elektroniknya menggunakan nlai uang rupiah dan tidak ada

yang menolak penggunaannya dalam suatu transaksi hutang.

3.2 Pengaruh Penerbitan E- Money Terhadap Peredaran Uang Kartal

E-money merupakan salah satu alat pembayaran dimana penerbitan e-
money dapat secara tidak langsung mempengaruhi peredaran uang yang ada
terutama di perkotaan yang biasanya lebih banyak menggunakan e-money.
Dengan  diterbitkannya  e-money banyak timbul kendala-kendala dalam
penerbitannya, namun dengan dikeluarkannya e-money banyak keuntungan yang
diperoleh.

Segala keuntungan yang diberikan oleh e-money yang terutama dari segi
kepraktisan dan keamanan bagi customer membuat penerbitan e-money akan
semakin diminati. Apalagi jika didukung dengan peralatan yang menunjang
pelaksanaan e-money. Berdasarkan hal tersebut jika e-money diterbitkan dengan
sarana dan prasarana yang menunjang maka masyarakat akan lebih memilih e-
money bila dibandingkan dengan uang tunai, yang secara tidak langsung dapat
membuat peredaran uang secara tunai berkurang yang disebabkan Bank Indonesia
dapat menurunkan jumlah pengeluaran uang tunai setiap tahunnya. biasanya Bank
Indonesia mengeluarkan uang tunai dikarenakan banyaknya uang tunai yang
lecek, rusak, dan tidak layak untuk digunakan dalam transaksi. Sehingga biaya
pencetakan, pengeluaran, pengedaran terhadap uang tunai yang besar dapat
ditekan.

3.2.1 Keuntungan Di Keluarkannya E-Money

Dengan dikeluarkannya e-money terdapat keuntungan keuntungan yang

dapat diperoleh. Secara umum yang menjadi keuntungan dengan dikeluarkannya

e-money diantaranya (Paper BI, 2003:6):
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l. Pelaksanaan pembayaran menjadi cepat dan seketika (instant), sehingga
transaksi menjadi lebih efisien dikarenakan biaya transaksi rendah dan
kalaupun terdapat biaya transfer akan rendah sekali maksudnya Waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih
singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debet, karena
tidak memerlukan proses otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN

2. Masalah perbedaan waktu dan tempat sudah bukan menjadi masalah, bila
sistemnya bersifat global

3. Pencatatan transaksi pembayaran dapat dilakukan secara otomatis

4. Secara elektronik memungkinkan untuk dibuat perlindungan dari resiko
pencurian

5. Mengurangi kejahatan dibidang mata uang antara lain pemalsuan terhadap
uang.

6. Mengurangi biaya pencetakan uang kartal bagi Bank Indonesia

7. Kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi dapat
dikurangi

Selain hal tersebut e-money memiliki keuntungan bagi para pihak yang terkait

antara lain:

a  Bagi Penerbit (Issuer)

Penerbit atau issuer merupakan pihak yang menerbitkan e-money. Dari
sudut kebijakan bank sentral, penerbit merupakan institusi yang memegang
peranan penting, Penerbit dari e-money terdapat 2 lembaga yaitu lembaga bank
dan lembaga non-bank. Dimana penerbit dari e-money harus mendapatkan ijin
terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Berikut ini beberapa keuntungan bagi
penerbit dalam mengeluarkan e-money (Paper BI, 2000:12):

1) Pendapatan atas fee yang dikenakan kepada customer dan pedagang

2) Pendapatan atas investasi yang diperoleh dari outstanding dana (dana yang
belum dicairkan) yang tertimbun.

3) Efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas, dalam hal penerbit e-

money adalah bank.
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b Pengguna E- Money (Customer)
Pengguna e-money atau customer merupakan pihak yang menggunakan e-
money dalam suatu transaksi ekonomi. Bagi customer keinginan menggunakan e-

money dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain (Paper BI, 2000:12):

1) Besarnya fee yang harus dibayar dibandingkan dengan instrument pembayaran
lainnya.

2) Privasi dan tingkat keamanan e-money

3) Kemudahan pemakaiannya

4) Luas tidaknya penerimaan dari pedagang

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat beberapa keuntungan bagi customer dalam

menggunakan e-money antara lainnya:

1) Lebih aman dan praktis bagi customer

2) Nasabah dapat melakukan isi ulang electronic value (nilai elektronik) kedalam
kartu;

3) Pengguna tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi
atau harus menyimpan uang kembalian

4) Pengisian e-money dapat dilakukan dari rumah melalui saluran telepon
sehingga mereka tidak perlu mengambil tambahan uang tunai melalui ATM

¢ Pedagang (Merchant)

Sedangkan bagi pedagang atau merchant yang merupakan pihak yang
menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh customer, sehingga dapat
terjadinya pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh customer. baik dalam
pembelian barang-barang ekonomi maupun penggunaan jasa. Keuntungan yang

mungkin didapat oleh pedagang antara lain (Paper BI, 2000:12):

1) Besarnya fee yang dikenakan oleh penerbit atau operator
2) Biaya pengadaan peralatan (electronic equipment)
3) Efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas

3.2.2 Kendala-Kendala Dalam Menerbitkan E- Money
Semakin banyak keuntungan yang ditawarkan, membuat semakin banyak
permintaan lain yang berkaitan dengan e-money sehingga membuat banyak

kendala yang di timbulkan antara lain (Paper BI, 2000:12):
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a. Operator atau penerbit harus membangun infrastruktur Jaringan yang mantap
dan kredibel

b. E-money sistem harus kompatibel (cocok) dan terintegrasi (terkoordinir)
dengan sistem pembayaran yang telah ada

¢. Agar penerbitan e-money diminati oleh customer, harus diusahakan bahwa
biaya penggunaan e-money, harus lebih rendah dibandingkan dengan metode
pembayaran yang telah ada, misalkan, beban biaya yang harus dibayar kepada
penerbit e-money lebih rendah dibandingkan pembayaran denagn memakai
kartu kredit atau kartu debit

d. Resiko hilangnya kartu dan adanya beban biaya yang harus di tanggung
pengguna pada saat membeli kartu, menjadi pertimbangan customer yang
akan membeli karu tersebut.

Selain hal-hal yang telah disebut diatas masih terdapat kendala-kendala
lain yang perlu diperhatikan misalkan, penerbit yang dapat menerbitkan e-money
berdasarkan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI1/2005 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Dengan Menggunakan Kartu, yang diperbolehkan
untuk mengeluarkan e-money adalah bank dan lembaga non-bank. Dengan
demikian dapat berdampak pada perkembangan e-money, dikarenakan Jika yang
menerbitkan e-money lembaga non-bank maka, akan terjadi kelambatan produk e-
money dikarenakan publik hanya akan percaya pada lembaga yang selama ini
menjadi lembaga kepercayaan yaitu bank. Selain itu perlu juga diperhatikan
mengenai finansial dari penerbit tersebut antara lain mengenai likuiditas, modal
dan integrasi kontrol yang ada. Likuiditas disini maksudnya agar penerbit dapat

selalu memenuhi permintaan dana atas kewajiban para pengguna e-money.

3.3 Aspek-Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan e-money
E-money di Indonesia dikenal sebagai kartu prabayar mulai diatur oleh
Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tanggal 28
Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu. Selanjutnya, pengaturan e-money (Kartu prabayar) tersebut
lebih diperdalam lagi dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal
28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu (PBI APMK) dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PB1/2005 tentang Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu, ini sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia No.
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6/30/PBI/2004 tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI1/2005
tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, terdapat perbedaan
pengertian e-money antara Peraturan Bank Indonesia dengan pengertian yang
dikeluarkan oleh BIS (Bank of International Settelment), yang pada dasarnya
menyebutkan bahwa single-purpose prepaid card bukanlah e-money sebagaimana
dimaksud dalam pengertian BIS (Bank of International Settelment). Dalam
Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PB1/2005 tentang Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu, e-money dibagi menjadi 2 macam yaitu single purpose
prepaid card dan multi purposes prepaid cards.

Persetujuan Bank Indonesia terhadap penerbitan kartu-kartu prabayar
tersebut diperlukan mengingat kartu-kartu tersebut bersifat seperti uang karena
pada saat kartu digunakan pada merchant tertentu, maka nilai vang dikurangkan
pada kartu tersebut pada dasarnya merupakan nilai uang yang pada waktunya akan
ditagihkan oleh merchant tersebut kepada penerbit kartu prabayar. Berdasarkan
penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PB1/2005 tentang Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Adapun persetujuan Bank Indonesia
tersebut dimaksudkan untuk:

I) Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna,
2) Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran tersebut, dan
3) Melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.

Sebagaimana uang tunai, mengingat sifat kartu-kartu prabayar tersebut
yang sama dengan uang tunai, maka kartu-kartu prabayar tersebut tentunya juga
rawan terhadap pemalsuan. Selain kartu prabayar yang rawan terhadap pemalsuan,
untuk mempermudah Bank Indonesia dalam melakukan kontrol terhadap
penerbitan kartu prabayar dan mencegah kemungkinan terjadinya pelarian dana
masyarakat dari hasil penerbitan kartu prabayar, Bank Indonesia membatasi pihak
yang dapat bertindak sebagai penerbit kartu prabayar. Saat ini pihak yang dapat
menerbitkan kartu prabayar yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia
tersebut hanya bank dan lembaga selain bank. Oleh karena itu diperlukan suatu
lembaga penjamin simpanan, bagi lembaga bank telah ada lembaga penjamin
simpanan namun, tidak sama halnya dengan lembaga non-bank, kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga non-bank sangat kurang apalagi jika tidak terdapat
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lembaga penjamin simpanan bagi lembaga non-bank, sehingga amat diperlukan
dalam peraturan e-money nantinya mengenai ini.

Di sisi lain, sebagai upaya mencegah dimanfaatkannya kartu prabayar
untuk melakukan kejahatan pencucian uang (money laundering), dalam peraturan
pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 tentang Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, tersebut diatur bahwa batas maksimum
Jumlah nominal dana yang dapat diisikan pada setiap kartu prabayar adalah Rp.
1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan demikian, untuk sementara ini kartu
prabayar hanya ditujukan untuk pembayaran yang sifatnya retail maksudnya e-
money hanya digunakan dalam penbayaran yang nominalnya kecil. Dengan
melihat pengaturan kartu prabayar, khususnya jenis kartu prabayar yang dapat
diterbitkan di Indonesia dan pembatasan pihak yang dapat bertindak sebagai
penerbit sebagaimana tersebut di atas, kiranya akan memberikan gambaran bahwa
penerbitan kartu prabayar sebagai pengganti uang tunai tersebut akan memiliki
dampak terhadap penghitungan uang beredar dan sejauh mana dampak penerbitan
kartu prabayar terhadap hal tersebut

Disamping itu bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia harus
mempunyai policy stance (titik tekan) berupa kebijakan dan pengaturan
sedemikian rupa sehingga dengan kehadiran e-money ini dapat tercipta kondisi
sebagai berikut (Paper BI, 2003:9):

a. Konsumen harus dilindungi dari kecurangan, praktek yang tidak fair,
kerugian ataupun terganggunya privacy seseorang

b. Menghimbau agar terciptanya low risk (resiko kecil), low cost (biaya
rendah), convenient (pembatasan) prosedur bagi konsumen dan pelaku
bisnis

¢. Tidak menghalangi upaya otoritas dalam mencegah dan mendeteksi
adanya money laundering.

E-money belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur
mengenai kegiatan pembayaran menggunakan kartu, Peraturan Bank Indonesia
No.7/52/PBI/2005 tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu belum
mengatur secara komprehensif kegiatan e-money di Indonesia karena belum
mengatur berbagai aspek hukum lainnya. Misalkan, aspek perlindungan

konsumen bagi customer dan merchant, perlindungan terhadap kerahasian data
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customer, penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan e-money dan lain-
lainnya. Namun walau begitu Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI1/2005
tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dapat menjadi landasan

hukum awal bagi penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan e-money.

3.3.1 Aspek Teknis Penyelenggaraan E- Money
Penggunaan e-money sebagai salah satu alternatif alat pembayaran di satu
sisi memberi manfaat dan kelebihan dibanding alat pembayaran yang lain, namun
di sisi lain juga mengandung berbagai risiko. Risiko e-money ini pada prinsipnya
terkait dengan aspek teknis yang terkandung di dalamnya. Aspek teknis ini
bersumber dari laporan yang disusun oleh Task Force on Security of Electronic
Money, Committee on Payment and Settlement Systems, BIS pada tahun 1996
(dalam Paper BI, 2006:4-10). Design teknis e-money ini tentunya akan mengalami
perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan
informasi. Aspek teknis tersebut antara lain:
A. Media yang digunakan
Berdasarkan media yang digunakan untuk merekam nilai uang yang telah
dikonversi ke dalam format elektronis, produk e-money umumnya dikategorikan
atas dua kelompok atau kategori yaitu :
1. Card-based product (prepaid card)
Card-based product (prepaid card) sering disebut sebagai electronic purses.
Jenis produk ini menggunakan media yang dikenal sebagai smart card. Secara
fisik, smart card merupakan kartu plastik dengan microprocessor chip atau
Integrated Circuit (IC) yang ditanam di dalamnya. Di dalam chip tersebut
terdapat operating system dan aplikasi (sotfware) yang di-install pada saat
proses produksi (manufacturing) smart card. Microprocessor chip inilah yang
berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh transaksi yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan serta perekaman data.
Spesifikasi teknis dari suatu smart card biasanya mengacu kepada standar
internasional (ISO/IEC). Adakalanya smart card yang digunakan mempunyai
kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi (multi application) sehingga

dengan kartu yang sama dapat berfungsi Juga sebagai kartu kredit, kartu debet,
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member card dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh
kelompok kerja BIS yang meneliti mengenai perkembangan e-money di
berbagai negara, produk e-money yang saat ini umumnya dikembangkan
termasuk ke dalam kelompok card-based product. Contoh card-based product
yang saat ini banyak dikembangkan di negara-negara lain antara lain, Visa Cash,
Mondex, Proton dan lain-lain.
2. Software-based product (prepaid sofiware)

Software-based product (prepaid sofiware) sering disebut juga digital cash.
Produk e-money yang masuk dalam kelompok ini pada prinsipnya merupakan
suatu aplikasi (softiware) yang kemudian di-install kedalam suatu Personal
Computer (PC) yang dijalankan dengan operating system yang standar. Produk
ini dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan komputer
(internet). Meskipun demikian, beberapa card-based product (seperti Mondex)
Jjuga sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui internet dengan
menggunakan alat bantu tertentu. Beberapa contoh sofiware-based product di
beberapa negara antara lain, Kleline (Prancis), e-cash (Swiss), Barclaycoin
(UK), CyberCoin (USA) dan lain-lain.

B. Teknik representasi nilai uang dalam e-money
Berdasarkan teknik yang digunakan untuk merekam dan memanipulasi
data elektronis yang merupakan representasi nilai uang yang terkandung di
dalamnya, produk e-money dapat dibedakan atas :
|. Balance-based product
Teknik yang digunakan untuk memanipulasi data dalam design ini menerapkan
prinsip yang biasa digunakan dalam proses pembukuan dimana setiap transaksi
yang terjadi akan diperlakukan sebagai proses debet atau kredit yang kemudian
akan mempengaruhi outstanding (saldo) yang terdapat di dalam e-money.
Produk e-money yang dikembangkan saat ini pada umumnya menggunakan
model design ini.
2. Note-based product
Prinsip yang digunakan dalam design ini adalah merekam hank-notes yang di-
representasikan dalam bentuk serial number. Setiap serial number mewakili

bank-notes dalam pecahan (denominasi) tertentu yang bersifat unik dan
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mempunyai nilai yang fix (tidak dapat ditukar ke denominasi yang lebih kecil).
Jumlah saldo yang tersimpan merupakan total seluruh denominasi bank-notes
yang dirckam. Pada saat terjadi transaksi, hank notes dalam bentuk serial
number inilah yang ditransfer atau dipindahkan. Design ini mempunyai
kelemahan apabila si pemilik tidak mempunyai jumlah denominasi yang persis

sama dengan jumlah transaksi yang akan dilakukan.

C. Transferability (Transfer)

Secara teknis, suatu produk e-money dapat dikembangkan untuk bisa
melakukan transaksi atau mentransfer dana secara bebas dari satu pemilik kartu ke
pemilik kartu e-money lainnya tanpa keterlibatan penyelenggara secara on-line
sehingga transaksi seperti ini tentunya akan sulit dideteksi sebab tidak terekam
atau termonitor oleh penyelenggara secara langsung. Contoh produk e-money
yang mempunyai fasilitas ini adalah Mondex, dimana dengan menggunakan alat
bantu tertentu seorang pemegang kartu mondex dapat memindahkan dananya ke
pemegang kartu mondex lainnya. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan
tim kerja BIS (Bank of International Settelment) pada tahun 1995, produk e-
money yang dikembangkan pada umumnya membatasi fasilitas transferability ini
dimana pemegang kartu hanya dapat melakukan transaksi pembayaran ke
merchant dan kemudian merchant hanya dapat mentransfer (menyetorkan)
pembayaran-pembayaran yang diterimanya ke rekeningnya yang ada di bank

(acquiring bank).

D. Fungsi-fungsi tambahan lainnya
Fungsi-fungsi tambahan lainnya dalam design e-money yang bersifat
optional namun tetap relevan terhadap sekuriti, antara lain -
1.Otorisasi online
Fungsi ini dimaksudkan agar setiap transaksi dengan menggunakan e-money
divalidasi terlebih dahulu oleh penyelenggara sebelum transaksi tersebut
dicksekusi. Pada produk tertentu proses on-line ini bisa diberlakukan untuk
seluruh jenis transaksi atau dibatasi hanya untuk transaksi-transaksi tertentu

saja, seperti pada saat loading transaction (pengisian uang). Konsekuensi dari
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penerapan fungsi ini adalah bertambahnya biaya dan waktu yang lebih lama
dalam melakukan transaksi.

2.Pengumpulan Informasi
Setiap transaksi e-money akan menghasilkan informasi yang terkait baik dengan
aspek finansial maupun sekuriti. Informasi ini bisa disimpan secara temporer
atau permanen di peralatan konsumen. terminal merchant, atau pada pusat
sistem pengelola (issuer).

3.Kemampuan melakukan pengisian ulang
Suatu produk e-money dapat didesign hanya untuk sekali penggunaan dimana
tidak dapat digunakan lagi apabila dana telah habis. Alternatif design lainnya
adalah produk e-money yang dapat diisi ulang setiap waktu melalui berbagai
cara, seperti penarikan langsung dari rekening, pembayaran tunai, atau dengan
kartu kredit.

4. Single atau multiple currencies (satu atau lebih mata uang)
Meskipun pada umumnya produk e-money yang ada saat inj hanya
menggunakan single currency (satu Jenis mata uang), namun secara teknis dapat
menggunakan multiple currenies (lebih dari satu jenis mata uang).

3. Single atau multiple applications (satu atau lebih aplikasi)
Secara teknis, miroprocessor chip pada smart card mampu mengoperasikan
lebih dari satu aplikasi. Dengan demikian suatu card-based product dapat
berfungsi sekaligus sebagai kartu kredit, kartu debet, dan lain-lain bahkan bisa

ditambahkan non-payment applicationis (aplikasi selain pembayaran).

E. Infrastruktur Produk

Selain  design  teknis yang telah diuraikan di atas. proses
pengimplementasian suatu infrastruktur dalam penyelenggaraan e-money juga
dapat mempengaruhi tingkat sekuriti. Proses ini mencakup mulai dari tahap
pengembangan dan produksi hardware dan software, proses pendistribusian ke
konsumen serta pengoperasian sentral system (sistem terpusat) dan jaringan oleh

penyelenggara.
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Pengembangan dan produksi hardware dan software
Proses yang dilakukan selama tahap pengembangan dan produksi sangat
menentukan keandalan produk e-money, khususnya card-based product.
Proses produksi smart card (kartu pintar) biasanya mengacu kepada standar
internasional yang berlaku. Operating system (sistem operasi) yang digunakan
biasanya di-design oleh perusahaan yang memproduksi smart card (kartu
pintar) sementara aplikasi untuk e-money dapat dikembangkan oleh pihak lain.
Pada saat proses manufacturing, aplikasi dan operating system (sistem
operasi) tersebut di-install ke dalam modul chip untuk kemudian dilakukan
pengujian dan inisialisasi untuk memastikan bahwa setiap produk adalah unik,
yang diidentifikasikan dengan serial number tertentu serta telah berisikan
struktur file dan directory (kamus) serta cryptographic key yang benar. Setelah
itu barulah chip tersebut ditanam kedalam kartu.
Secara umum, proses produksi smart card meliputi proses sebagai berikut :

a. Design dan manufacture chip;

b.  Embedding module chip ke dalam kartu:

¢. Personalisasi.
Pendistribusian
Untuk card-based product, pendistribusian atau penerbitan e-money ke
konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan melalui
pendebitan rekening nasabah di bank penerbit, melalui vending machine atau
menggunakan kartu kredit atau kartu debet. Terminal-terminal untuk merchant
biasanya disediakan oleh acquiring institution atau penyelenggara e-money.
Sementara itu, untuk software-based product, aplikasi software didistribusikan
dalam bentuk disket atau melalui internet, untuk kemudian di-install ke PC
pengguna.
Pengoperasian sistem dan jaringan (network)
Sistem yang digunakan dalam pengoperasian e-money bisa terdiri dari satu
atau lebih sistem sentral komputer dan database yang berfungsi untuk
mengelola cryptographic keys, sistem kliring dan setelmen serta untuk
memantau  data-data yang mencurigakan. Fungsi-fungsi ini  bisa

didesentralisasi pada pihak yang bertindak sebagai issuer (penerbit) dan
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acquiring atau oleh pihak ketiga. Untuk komunikasi, misalnya dalam
melakukan proses otorisasi on-line alternatif yang digunakan antara lain
adalah jaringan komunikasi yang saat ini sudah digunakan untuk kartu debet

dan kartu kredit atau melalui saluran telepon dan internet.

F. Proses Transaksi

Proses yang terjadi pada saat melakukan transaksi dengan e-money

(apakah itu menggunakan card-based atau  software-based product) pada

prinsipnya merupakan proses pengiriman electronic message (pesan elektronik)

antar dua pihak yang bertransaksi dengan menggunakan protocol yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pertukaran message ini dapat dilakukan melalui kontak

langsung dengan bantuan alat yang disebut card reader, transmisi secara

contactless atau melalui jaringan internet. Transaksi dengan e-money ini, secara

garis besar terdiri dari :

L

b2

Penerbitan (issuance) dan perekaman nilai uang ke dalam e-money (loading)
Perekaman nilai uang pertama kali kedalam suatu produk e-money dapat
dilakukan terlebih dahulu oleh issuer sebelum didistribusikan ke konsumen
atau pada saat customer datang mengajukan permintaan e-money kepada
issuer. Untuk card-based product proses re-loading biasanya dapat dilakukan
melalui ATM atau telepon khusus atau melalui internet. Transaksi ini biasanya
dilakukan secara on-line dengan mendebet langsung rekening Customer di
bank penerbit. Sementara untuk sofiware-based product proses loading
biasanya dilakukan melalui internet.

Transaksi pembayaran

Pada saat seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan card-based
product, maka kartu miliknya akan diinsert ke suatu card reader yang ada di
merchant. Setelah jumlah nominal yang akan dibayar dimasukkan, terminal
tersebut kemudian akan memeriksa apakah kartu tersebut memiliki saldo yang
cukup untuk melakukan transaksi pembayaran tersebut. Jika dana mencukupi,
maka terminal tersebut kemudian akan memerintahkan pendebetan saldo pada

kartu e-money milik konsumen sejumlah transaksi pembayaran. Kartu
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konsumen kemudian akan memerintahkan terminal  merchant untuk
menambah saldonya sejumlah transaksi pembayaran.
3. Deposit, Collection (pengumpulan) dan Kliring

Dana yang terdapat dalam e-money, dapat disetorkan kembali ke dalam
rekening simpanan nasabah di bank. Bagi merchant, dana yang diperoleh dari
pembayaran e-money oleh para pembelinya bisa berasal dari berbagai issuer
yang berbeda. Dalam hal ini diperlukan proses collection dan kliring
mengingat merchant biasanya hanya berhubungan dengan acquiring bank
dimana dia membuka rekening untuk penyetoran sementara dana yang akan

di-claim merupakan kewajiban dari bank-bank issuer lain yang berbeda.

3.3.2. Aspek Non-Teknis Penyelenggaraan E- Money

Aspek non-teknis dalam penyelenggaraan e-money menyangkut mengenai
issue-issue penting yang menyangkut dalam pengembangan e-money. Aspek non-
teknis ini terdapat dalam laporan BIS bulan oktober 1996 yang berjudul
Implication For Central Banks Of The Development Of Electronic Money. Issue-
issue yang dibahas diantaranya sebagai berikut (dalam Paper BI, 2000: 13-16):
A. Dampak Kebijakan Moneter

Pengembangan e-money berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap
monetary aggregate (kebijakan keuangan) serta formulasi kebijakan moneter. £-
money dapat menyebabkan meningkatnya velocity of money (kecepatan uang)
yang secara temporer dapat mengurangi efektivitas penggunaan monetary
aggregate, khususnya M1, bagi bank sentral yang menggunakannya sebagai target
atau indikator ekonomi. Dampak terhadap kebijakan moneter bank sentral dapat
dilihat dari sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dari sisi
permintaan, dampak e-money terhadap implementasi kebijakan moneter
tergantung sejauh mana dampaknya terhadap reserve (simpanan) bank-bank di
bank sentral. Jika penggunaan e-money merupakan substitusi terhadap simpanan
masyarakat (tabungan/deposito) di bank, maka pengurangan yang cukup
signifikan terhadap jumlah simpanan masyarakat tersebut pada akhirnya dapat
mengurangi reserve bank-bank di bank sentral yang selama ini ditetapkan

berdasarkan persentase tertentu dari simpanan masyarakat di bank. Pengurangan
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reserve yang cukup besar dapat mengganggu efektivitas pengendalian tingkat
suku bunga oleh bank sentral melalui pasar uang. Dari sisi penawaran, dampak e-
money tergantung sejauh mana e-money tersebut menggantikan peran uang tunai.
Pada umumnya, vang tunai merupakan komponen kewajiban terbesar dalam
neraca bank sentral. Jika substitusi e-money terhadap uang tunai cukup besar
maka neraca bank sentral juga akan jauh berkurang. Permasalahannya adalah
sampai seberapa besar pengurangan tersebut mulai memberikan dampak yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan moneter,

B. Pendapatan Seigniorage

Dalam laporan BIS (Bank of International Settelment), dijelaskan bahwa
uang kartal yang diedarkan merupakan komponen liability pada neraca bank
sentral yang tidak mengandung suku bunga (non-interest bearing central bank
liability). Substitusi e-money terhadap uang kartal akan mengurangi komponen
uang kartal pada neraca bank sentral yang selanjutnya dapat berakibat pada
penurunan aset bank sentral serta pendapatan bunga dari aset tersebut yang
merupakan pendapatan seigniorage, bank sentral. Oleh karena itu, berkurangnya
seigniorage akibat pemakaian e-money yang cukup luas merupakan salah satu
perhatian bank sentral. Dalam hal ini apakah pengurangan yang cukup besar
tersebut akan mengganggu biaya operasional bank sentral, sehingga bank sentral
harus memikirkan sumber pendapatan lain untuk menutupi biaya operasionalnya.
Dalam glossary pada laporan Implications for Central Banks of The Development
of Electronic Money yang diterbitkan BIS (Bank for International Settelment),
seigniorage didefinisikan pula sebagai keuntungan yang diperoleh bank sentral
akibat adanya selisih antara nilai nominal (face value) dengan biaya pencetakan
uang itu sendiri. Perkiraan besarnya pendapatan seigniorage dapat dihitung dari
hasil kali persediaan (outstanding) uang tunai yang ada di neraca bank sentral
dengan suku bunga jangka panjang surat berharga yang dikeluarkan pemerintah.

Sementara itu, dalam laporan Monetary and Economic Studies yang
diterbitkan Institute for Monetary and Economic Sudies, Bank of Japan, (dalam
Paper BI, 2006:26) pengertian seigniorage dibedakan dalam arti sempit dan luas.

Dalam arti sempit seigniorage dikatakan sebagai inflation tax yang didefinisikan
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sebagai the quantity of real purchases per unit time that government finances from
additional issue of money (jumlah dari pembelian bersih setiap unit waktu dari
keuangan pemerintah berasal dari pengeluaran tambahan). Dalam arti luas
seigniorage dijelaskan sebagai keuntungan (profit) yang diperoleh bank sentral
akibat adanya selisih tingkat suku bunga antara aset dan liability pada neraca bank
sentral. Dalam hal ini dijelaskan bahwa liability bank sentral umumnya terdiri dari
uang kartal yang diedarkan yang tidak mengandung tingkat suku bunga
(banknotes issued at zero interest), sementara dari sisi aset terdiri dari surat-surat
berharga yang mengandung suku bunga (interest bearing securities), seperti surat
berharga pemerintah (government bonds). Dari kedua penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerbitan e-money oleh bukan bank sentral dapat berdampak
pada menurunnya asset bank sentral sehingga dapat menurunkan pula pendapatan

bank sentral

C. Lembaga Penerbit

Kebijakan mengenai lembaga yang dapat menerbitkan e-money dapat
dilihat dari pilihan apakah hanya bank, lembaga keuangan non-bank atau
termasuk lembaga non-keuangan. Jika dua lembaga terakhir ini diikutsertakan
maka dari sisi pengawasan akan lebih sulit, karena otoritas pengawasan bank
sentral umumnya hanya pada bank.

Peraturan mengenai lembaga penerbit ini umumnya merupakan frade off
bagi setiap Negara. Jika penerbit e-money hanya dibatasi pada bank, maka
kerangka peraturan yang ada saat ini hanya tinggal dikembangkan agar mencakup
produk e-money. Namun tingkat kompetisi dan inovasinya menjadi terbatas.
Sebaliknya jika lembaga penerbit e-money diperluas, maka akan terdapat tingkat
kompetisi dan manfaat akan menjadi lebih besar, namun akan menimbulkan
sejumlah permasalahan dalam pengaturan. Lebih jauh lagi, jika suatu lembaga
penerbit tidak terkena peraturan sebagaimana dikenakan kepada bank, maka perlu

dipertimbangkan apakah hal ini cukup baik mengingat resiko yang ada.
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D. Security

Motivasi utama seseorang untuk melakukan kejahatan e-money adalah
untuk memperoleh keuntungan finansial. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai
cara seperti menciptakan produk palsu, mencuri kartu, atau data e-money milik
orang lain. Jika e-money yang dipalsukan atau dicuri itu kemudian dapat
ditukarkannya ke dalam bentuk uang tunai atau aset lain maka hal ini tentunya
dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait seperti  penerbit
maupun konsumen pengguna e-money.

Dalam penyelenggaraan e-money, faktor utama yang mempengaruhi
tingkat security penggunaannya antara lain adalah peralatan yang digunakan (baik
oleh Customer maupun merchant) serta proses pengiriman message pada saat
terjadi transaksi. Aspek-aspek teknis yang terkait dengan kedua faktor ini telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Banyak cara yang dapat dilakukan orang
untuk melakukan kejahatan dalam penyelenggaraan e-money. Secara umum
ancaman kejahatan e-money dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Potensial Security Risk (Resiko keamanan yang potensial)

a. Duplication of devices (duplikasi peralatan)
Risiko dimana seseorang membuat duplikasi kartu dari kartu asli baik secara
fisik maupun aplikasi yang ada di dalamnya.

b. Alteration or duplication of data/software (perubahan atau duplikasi dari
data atau software
Risiko dimana data atau aplikasi pada kartu yang asli diubah sedemikian
rupa untuk memperoleh keuntungan finansial. Misalnya dengan menambah
data outstanding dana pada e-money atau merubah sistem internal aplikasi
pada kartu chip sehingga prosedur perhitungan akuntingnya tidak bekerja
sebagaimana mestinya.

c. Alteration of message (perubahan pada pesan/data yang dikirim)
Risiko dilakukannya perubahan/intervensi pada saat data/message dikirim
pada saat seseorang melakukan transaksi. Risiko ini akan lebih mungkin
terjadi pada produk e-money yang berbasis software (software-based

product) yang menggunakan jaringan internet dalam pengiriman message

pada saat bertransaksi.
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d. Pencurian
Bentuk kejahatan e-money yang paling sederhana adalah dengan mencuri
kartu e-money milik orang lain untuk kemudian menggunakan dana yang
masih tersisa. Pencurian Juga dapat dilakukan oleh orang-orang dalam,
misalnya dengan memindahkan dana secara tidak legal ke suatu instrumen
e-money. Pegawai dari perusahaan yang memproduksi smart card/ kartu

pintar atau institusi penerbit juga bisa saja melakukan pencurian sebelum

instrumen  tersebut  dijual  atau diterbitkan ke konsumen atau
mendistribusikan kunci cryplographic tanpa sepengetahuan perusahaan. Staf
yang bekerja di bagian pengembangan produk juga bisa saja melakukan
kejahatan dengan memberikan dokumen rahasia yang berisikan design
produk kepada pihak ketiga. Ancaman yang perlu diwaspadai dalam
penyelenggaraan e-money adalah pencurian kunci cryptographic milik
penerbit baik oleh orang dalam maupun pihak luar.

¢. Penyangkalan transaksi (repudiation)

Bentuk penyalahgunaan lainnya dalam penyelenggaraan e-money adalah
penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran
dengan menggunakan e-money. Hal ini bisa terjadi untuk transaksi jarak
Jauh yang dilakukan lewat telepon atau internet. Dengan penyangkalan ini,
merchant maupun penerbit (issuer) dapat dirugikan.

f. Malfunction (kegagalan pemakaian)

Risiko akibat aspek teknis atau malfunction seperti data corrupt atau data
hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman
message. Risiko malfunction ini dapat diakibatkan oleh gangguan fisikal
maupun elektronis pada instrumen e-money yang digunakan atau
dikarenakan adanya interupsi atau data corrupt pada saat pengiriman
message antar pihak yang bertransaksi. Keadaan inj dapat menyebabkan
kerugian bagi pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, sebagai contoh,
apabila gangguan tersebut kemudian mengakibatkan berkurang atau
bertambahnya outstanding dana yang terekam dalam instrumen e-money.

Jika hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemilik e-money yang beritikad
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tidak baik, maka issuer sebagai pihak yang mempunyai liability dapat
dirugikan.
2) Security Measures (ukuran keamanan)

Sebagai mana pada instrumen pembayaran lainnya, pengembangan
security features (fitur Keamanan) pada e-money juga bertujuan untuk melindungi
atau menjaga integrity (Keutuhan), authenticity (Keotentikan) dan confidentiality
(Kerahasiaan) data dan proses serta melindungi dari terjadinya kerugian akibat
adanya pemalsuan dan penyangkalan (repudiation) transaksi. Berbagai upaya
pengembangan securitiy measures telah dilakukan untuk mengatasi adanya risiko-
risiko sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Security measures ini dapat
dikelompokkan berdasarkan tujuannya apakah untuk mencegah, mendeteksi, atau
membatasi. Kelompok security measures yang pertama (preventive measures)
bertujuan untuk memastikan bahwa ancaman terhadap komponen-komponen
dalam sistem dapat dihalangi/dicegah sebelum transaksi terjadi. Kelompok
security measures yang kedua (detection measures) bertujuan untuk memberikan
peringatan kepada issuer atau operator akan terjadinya suatu penyalahgunaan serta
untuk  mengidentifikasikan sumber terjadinya penyalahgunaan tersebut.
Sedangkan kelompok yang terakhir (containment measures) bertujuan untuk
membatasi dampak suatu kejahatan yang sudah terjadi.

a. Prevention Measures (ukuran pencegahan)

Bentuk- bentuk security yang termasuk dalam kelompok ini antara lain :
1). Tamper-resistance features

Tamper resistance features merupakan upaya pencegahan terdepan yang
terkait dengan keandalan dan ketahan instrumen yang digunakan. Untuk card-
based product, keamanan ini sangat ditentukan oleh modul chip yang terdapat
di dalam smart card. Feature ini bertujuan untuk melindungi data dan aplikasi
software yang tersimpan dalam modul chip dari upaya pihak-pihak tertentu
yang ingin melakukan perubahan terhadap data dan aplikasi tersebut atau
mempelajari aplikasi yang digunakan untuk maksud-maksud tertentu. Feature
ini mencakup proteksi yang bersifat logical (software) maupun fisikal
(hardware). Proteksi logical berupa aplikasi dan operating system untuk

mencegah pihak-pihak lain melakukan akses dan perubahan data, kecuali
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pihak-pihak tertentu yang telah memiliki otorisasi. Feature ini umumnya
menggunakan teknik cryptography. Proteksi yang bersifat fisikal ditentukan
pada saat proses manufacturing yang bertujuan untuk mencegah pihak luar
mengetahui dan melakukan perubahan terhadap komponen-komponen chip.
Besar kecilnya ukuran chip yang digunakan merupakan salah satu bentuk
proteksi yang bersifat fisikal. Semakin kecil ukuran chip yang digunakan
maka akan semakin sulit untuk memeriksa komponen vang ada pada suatu
chip tanpa menggunakan peralatan khusus yang mahal. Upaya proteksi ini
termasuk juga perlindungan dari luar (external coating) yang berlapis-lapis
(multiple layers) untuk menutupi modul chip sedemikian rupa schingga sulit
untuk dibuka tanpa merusak chip itu sendiri. Bentuk perlindungan lainnya
adalah dengan pemasangan sensor di dalam chip untuk mendeteksi adanya
panas, sinar dan arus listrik yang tidak normal serta untuk membuat chip tidak
beroperasi secara otomatis apabila ada upaya penyusupan yang sekaligus
memberikan bukti adanya upaya penyusupan tersebut (tamper-evident). Upaya
lainnya untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data yang ada di
dalam chip adalah dengan membuat layour komponen chip dan data yang
bersifat sensitif secara scattered (menyebar). Untuk software-based product,
secara definisi tidak memiliki proteksi yang bersifat fisikal. Aplikasinya
sendiri biasanya berisikan mekanisme access contro® untuk mencegah upaya-
upaya pihak tertentu yang ingin melakukan perubahan atau duplikasi data.
2). Cryptography

Penggunaan teknik cryprography merupakan salah satu upaya preventif
yang sangat penting untuk mencegah kejahatan dalam semua produk e-
money. Teknik ini memberikan proteksi yang bersifat logical untuk menjamin
confidentiality (kerahasiaan), authenticity (keotentikan), dan integrity
(keutuhan) transaksi yang dilakukan. Teknik cryptography sangat bergantung
pada algoritma matematika yang digunakan serta parameter yang dikenal
sebagai kunci. Saat ini tersedia beberapa jenis algoritma cryptography. Secara
umum, algoritma dibedakan antara kunci simetris dan kunci asimetris (kunci
publik). Algoritma simetris memerlukan kunci yang sama untuk melakukan

enkripsi dan dekripsi data yang dikirim. Sementara algoritma asimetris
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memerlukan kombinasi kunci publik dan kunci privat dalam melakukan
enkripsi dan dekripsi data. Data yang di-enkrip dengan kunci publik hanya
dapat di-dekrip dengan kunci privat. Sebaliknya hanya data yang di-enkrip
dengan kunci privat yang dapat dibuka dengan kunci publik. Kunci publik
dapat diketahui oleh orang lain, sedangkan kunci privat hanya diketahui oleh
pemiliknya, sehingga lebih sulit untuk diserang oleh orang lain. Sistem yang
menggunakan cryptography dapat diserang dengan memanfaatkan kelemahan
algoritma yang digunakan, mencuri kunci rahasia atau dengan cara coba-coba
(brute force attack). Berkaitan dengan algoritma, semakin panjang kunci yang
digunakan maka akan semakin sulit dan mahal biaya yang harus dikeluarkan
untuk memecah algoritma dengan cara coba-coba. Namun demikian, semakin
panjang kunci yang digunakan akan semakin lama waktu proses yang
diperlukan yang tentunya mempengaruhi tingkat kualitas smart card (kartu
pintar) yang digunakan. Kekuatan algoritma itu sendiri biasanya dapat
diverifikasi secara matematis dan melalui uji coba yang berulang-ulang.

3). On-line Authorisation (autorisasi on-line)

Proses otorisasi secara on-line oleh pihak issuer atau penyelenggara e-
money atas setiap transaksi yang dilakukan juga merupakan salah satu
alternatif upaya pencegahan kejahatan. Dalam sistem card-based, proses
otorisasi secara on-line oleh penerbit umumnya hanya dilakukan pada saat
pemegang kartu melakukan loading transaction (pengisian uang) untuk
menambah saldo e-money dengan mendebet rekeningnya di bank penerbit.
Proses otorisasi ini, sebagai mana transaksi ATM umumnya dimaksudkan
untuk memastikan bahwa orang tersebut memang mempunyai otorisasi untuk
melakukan akses dan penarikan dana tersebut. Proses otorisasi juga umumnya
dilakukan pada saat merchant melakukan transaksi deposit (penyetoran) dana
ke acquiring bank. Dalam hal ini acquring bank perlu melakukan verifikasi
bahwa fransactions logs yang dikirim merchant belum pernah dikirim
sebelumnya. Pada beberapa sistem card-based, merchant dimungkinkan juga
untuk melakukan proses otorisasi, baik untuk setiap transaksi pembayaran atau

transaksi-transaksi tertentu yang dirasa perlu. Sementara itu, dalam sistem
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software-based, proses otorisasi on-line diperlukan pada setiap kali terjadi
transaksi.
4). Lain-lain

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, upaya preventif juga dapat
dilakukan melalui proses verifikasi pada saat transaksi, misalnya terhadap
tanggal kadaluarsa, jumlah transaksi yang telah dilakukan serta jumlah saldo
maksimum yang diperkenankan. Hal lain yang perlu ada dalam sistem e-
money adalah pencegahan terhadap perubahan saldo atau outstanding dana
secara tidak valid akibat adanya interupsi. Dalam hal ini protokol yang
digunakan harus mempunyai kemampuan sedemikian rupa sehingga setiap
transaksi baru akan terjadi apabila semua informasi yang terkandung di
dalamnya telah dikirim dan diterima secara sempurna. Adanya transfer data
yang tidak sempurna dapat menyebabkan salah satu pihak telah didebit

sementara pihak lawannya belum dikredit. Pada akhirnya, aspek prosedural

dan administratif (internal control) mempunyai peran penting dalam
pencegahan terhadap kejahatan atau penyalahgunaan e-money. Dalam hal ini
yang perlu diperhatikan antara lain adalah, pengelolaan cryptographic key dan
card personalisation oleh pihak industri yang memproduksi, pemantauan
terminal untuk melakukan pengisian ulang dan peralatan di merchant yang
umumnya memiliki dana yang relatif tinggi, serta SDM yang ada di institusi
penerbit sendiri dari kemungkinan melakukan penerbitan e-money secara
melanggar hukum.
b. Detection Measures (ukuran deteksi)

Beberapa bentuk sekuriti yang bertujuan untuk pendeteksian antara lain :
1). Sistem monitoring dan penelusuran transaksi

Untuk dapat mendeteksi terjadinya tindak kejahatan, penyelenggaraan e-
money perlu memiliki sistem untuk memonitor dan menelusuri atau men-race
suatu transaksi. Bentuk monitoring oleh penyelenggara dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Pada umumnya setiap instrumen e-money mempunyai
kemampuan untuk menyimpan informasi mengenai transaksi yang dilakukan.
Informasi mengenai transaksi ini dapat dimonitor oleh penyelenggara setiap

kali terjadi transaksi apabila penyelenggaraan e-money tersebut menggunakan
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sistem otorisasi on-line untuk setiap transaksi yang dilakukan. Namun ada
kalanya, informasi mengenai transaksi tersebut dikirim ke sistem
penyelenggara setelah transaksi dilakukan. Hal ini terjadi apabila
penyelenggaraan e-money tersebut hanya menggunakan sistem otorisasi on-
line untuk transaksi-transaksi tertentu saja. Dalam hal ini tentunya terdapat
time lag bagi penyelenggara untuk mendeteksi adanya transaksi yang
mencurigakan. Setiap transaksi pada prinsipnya dapat di-verifikasi terhadap
aspek finansial maupun aspek sekuriti. Verifikasi terhadap aspek finansial
dapat dilakukan dengan membandingkan data jumlah transaksi pada instrumen
e-money dengan jumlah saldo bayangan yang ada di database penerbit.
Meskipun jumlah saldo yang terdapat pada instrumen dan saldo bayangan
tidak selalu persis sama setiap saat (mengingat adanya fime lag) namun
setidaknya hal ini dapat membantu untuk mendeteksi ada tidaknya konsistensi
dengan data transaksi sebelumnya. Verifikasi terhadap aspek sekuriti oleh
penyelenggara dapat berupa verifikasi terhadap otentikasi kode. nomor urut
transaksi, informasi mengenai transaksi sebelumnya serta informasi lainnya
yang terdapat atau tersimpan dalam instrumen yang digunakan.
2). Interaksi dengan sistem penyelenggara

Adanya interaksi secara on-line dengan sistem penyelenggara
merupakan salah satu upaya pengamanan yang biasa digunakan dalam card-
based system (sistem berbahan dasar kartu). Interaksi secara on-line seperti ini
memungkinkan penyelenggara untuk men-cek konsistensi parameter-
parameter sekuriti yang terdapat pada kartu, melakukan updating security
serta dapat juga digunakan untuk mengambil data-data transaksi lainnya yang
ada di kartu. Sebagai contoh, data log mengenai transaksi yang salah atau
tidak sempurna dapat diambil dan disimpan oleh penyelenggara, sehingga
dapat meningkatkan kemungkinan untuk mendeteksi lebih awal adanya
transaksi yang tidak benar. Interaksi secara on-line dengan sistem
penyelenggara ini umumnya dilakukan pada saat melakukan transaksi-
transaksi tertentu seperti pada saat pengisian uang (loading transaction),

penyetoran (deposit transaction) dan lain-lain.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

52

3). Pembatasan fasilitas transfer

Pembatasan fasilitas transfer kepada pihak-pihak tertentu dapat
mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan yang tak terdeteksi oleh
sistem penyelenggara. Sistem yang memberikan fasilitas transfer dana antar
dua pihak secara langsung tanpa melalui sistem penyelenggara, akan lebih
sulit dideteksi apabila terjadi penyalahgunaan. Pada card-based system,

umumnya transer dana hanya boleh dilakukan dari konsumen ke terminal

merchant pada saat melakukan transaksi pembayaran, dimana merchant
tersebut hanya dapat mentransfer dana yang diperolehnya ke acquiring bank.
Ada kalanya sistem hanya membolehkan transfer antar dua pihak secara
langsung apabila keduanya mempunyai keterkaitan atau afiliasi, sementara
sistem lainnya hanya membolehkan transfer dana antara dua pihak secara
langsung hanya melalui suatu terminal tertentu yang mempunyai hubungan
on-line dengan sistem penyelenggara. Untuk software-based system, setiap
transaksi umumnya dilakukan secara on-line schingga meskipun memiliki
fasilitas transfer antar individu namun selalu dapat dimonitor oleh
penyelenggara.
4). Analisa statistik
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk pendeteksian adalah dengan
menerapkan suatu prosedur untuk menganalisa data flow pembayaran yang
dapat menunjukkan adanya data-data yang tidak normal sebagai indikasi awal
adanya penyimpangan. Prosedur ini dapat dilakukan secara otomatis untuk
mendapatkan pola tertentu dan hal ini sudah lazim dilakukan dalam
penyelenggaraan kartu kredit untuk mendeteksi adanya aktivitas yang
mencurigakan. Analisa statistik tentunya memerlukan memerlukan akumulasi
data yang besar untuk mendapatkan aktivitas pembayaran normal dalam suatu
periode tertentu.
¢. Containment Measures (ukuran kepuasan)
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi dampak kerugian

akibat adanya tindak kejahatan e-money antara lain sebagai berikut :
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1). Pembatasan waktu dan nominal pada instrumen

Pembatasan jumlah maksimal dana yang dapat disimpan di dalam
instrumen e-money merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mengurangi  besarnya kerugian yang akan diderita apabila terjadi
penyalahgunaan e-money. Adanya penetapan tanggal kadaluarsa pada suatu
insrumen e-money juga dapat memperkecil dampak penyalahgunaan e-money
mengingat  e-money tersebut hanya dapat digunakan dalam batas waktu
tertentu saja.

2). Pendaftaran (Registrasi)

Pendaftaran atau pencatatan identitas dan alamat pemilik e-money juga
dapat membantu proses investigasi jika ada hal-hal yang mencurigakan.
Dalam beberapa penyelenggaraan e-money, pengguna e-money (baik
konsumen maupun merchant) diminta untuk menetapkan rekeningnya yang
akan digunakan sebagai sumber penarikan dana pada saat loading transaction
(pengisian uang) atau pada saat menyetorkan dana oleh merchant. Pendaftaran
terminal merchant juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat merchant
biasanya memiliki jumlah nominal saldo yang relatif besar dibanding
konsumen biasa, sehingga perlu dilakukan kontrol terhadap pendistribusian
dan akses ke masing-masing terminal merchant ini.

3). Hot list dan instrumen yang sudah tidak berfungsi

Yang dimaksud dengan hot list di sini adalah daftar rekaman mengenai
serial numbers dari kartu-kartu e-money yang mencurigakan yang dikelola
oleh penyelenggara. Daftar ini digunakan untuk mencek apabila sewaktu-
waktu kartu-kartu ini berinteraksi dengan sistem penyelenggara, sehingga
dapat segera didisfungsikan dan ditolak oleh terminal. Dalam beberapa hal,
hot list ini juga dapat didistribusikan kepada terminal-terminal merchant untuk
mencegah transaksi pembelian dengan menggunakan e-money yang termasuk
dalam daftar tersebut. Daftar hot list ini dapat di-update sewaktu merchant
melakukan hubungan on-/ine dengan sistem penyelenggara.

4). Suspensi sistem
Pilihan terakhir yang dapat dilakukan apabila tingkat kejahatan sudah

sangat mengkhawatirkan adalah mengambil tindakan ekstrim yakni



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

54

menonaktifkan semua terminal dan peralatan lainnya. Namun mengingat
beberapa transaksi dapat dilakukan secara off-line maka solusi tetap tidak bisa

membatasi kerugian secara menyeluruh.

E. Money Laundring
Selain hal-hal tersebut diatas, terdapat kemungkinan kejahatan yang akan
timbul lainnya seperti kejahatan money laundring, hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain :
a. E-money tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara
langsung antar pemegang e-money tanpa harus melalui e-money
b. Jumlah maksimum dana yang dapat disimpan dalam peralatan serta kapasitas
penyimpan data atau informasi
¢. Kemudahan e-money untuk melakukan transaksi antar negara, produk e-money
yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran antar negara melalui
Jaringan internet memberikan daya tarik sendiri bagi pelaku kejahatan untuk
memindahkan dana hasil kejahatannya kenegara yang memiliki hukum yang
lemah dalam hal money laundring
Dari penjelasan diatas dapat diketahui kejahatan money laundring dapat
terjadi dikarenakan keamanan yang belum terjamin, hal ini terjadi dikarenakan
kejahatan didunia cyber semakin meningkat akibat perkembangan teknologi
informasi yang semakin berkembang dengan pesatnya. Menurut Imam Sjahputra

(2002:127-129) money laundring merupakan,

Kejahatan money laundring memang dirasa harus diperangi sebab, dapat
merusak sendi-sendi perekonomian negara. Money laundring dimaksudkan
untuk menyembunyikan hasil kejahatan berupa uang haram yang diperoleh
dari korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penculikan, perdagangan
narkotika hingga kejahan terhadap HAM berupa jual beli wanita, kemudian
uang haram itu, melalui proses berbelit yang umumnya melalui lembaga
keuangan, kemudian dicuci agar menjadi uang halal. Proses pencucian dapat
dilakukan baik dengan memindahkan uang dari suatu negara kenegara lain
secara phisik, maupun secara elektronik dengan berbagai modus operandi
berupa penarikan kartu kredit, pemakaian smart card hingga permainan judi.

Abdul M. Ramli (2005:39-40) menyatakan dalam bukunya Menuju

Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa:
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Transaksi elektronik memadu jaringan sistem informasi berbasis komputer
(computer based information system), dengan sistem komunikasi yang
berdasarkan atas jaringan jasa telekomunikasi (telekomunikation based).
Transaksi elektronik ini difasilitasi oleh keberadaan komputer global
internet (network of network). Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
terkait dengan transaksi elektronik adalah, menjaga keaslian data dengan
digital signature dan menjamin dan mengelola kepercayaan lewat
Certification Autority.

Berdasarkan hal tersebut maka, untuk mencegah terjadinya money
laundring diperlukan suatu batasan tertentu dalam pengisian e-moneyi, misalkan

batas maksimun dari pengisian e-money adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

3.3.3 Hubungan Antara Para Pihak
Hubungan antara para pihak disini menyangkut aspek legal dari
pengembangan e-money yang terkait dengan hak dan tanggung jawab masing-

masing pihak yang terlibat seperti customer, merchant dan penerbit (issuer)

a. Hubungan Penerbit (Issuer) dan Pengguna E-Money (Customer)

Sebelum kegiatan e-money benar-benar diimplementasikan di Indonesia,
dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada penerbit dan
pengguna e-money (customer), haruslah terdapat pengaturan yang jelas mengenai
tanggung jawab, hak dan kewajiban dari penerbit maupun customer. Misalkan jika
terjadi kecurangan (fraud) termasuk pencurian dan kehilangan. Kartu hilang baik
karena kesalahan sendiri maupun karena dicuri, karena resik kecurangan dapat
menimbulkan kerugian seperti pemalsuan kartu (Duplication of devices),
pemalsuan data atau saldo yang tersimpan dalam kartu dengan memanfaatkan
kelemahan sistem chip kartu, malfungtion misalkan kegagalan penggunaan kartu
karena data yang tersimpan dalam kartu hilang atau kegagalan dalam pengiriman
pesan. Dengan adanya penraturan yang secara khusus mengaturnya maka resiko
yang ada tersebut dapat diminimalkan, misalkan dengan registrasi kartu yang akan
memudahkan pengguna untuk memblokir kartu e-money jika terjadi kehilangan.

Salah satu tujuan dalam penyelenggaraan e-money adalah memberikan
kenyamanan dan kemudahan bagi customer dalam melakukan transaksi sehingga

akan lebih efisien dan praktis. Oleh karena itu diperlukan pula pengaturan yang
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Jjelas mengenai kewajiban penerbit dalam mengungkapkan informasi kepada
publik terkait dengan term dan conditions vang berlaku antara penerbit, customer
dan merchant. Diantaranya berupa informasi mengenai transparansi biaya yang
dibebankan kepada customer e-money menyangkut pula batas waktu pemegang
kartu dapat menggunakan kartu e-money secara valid, resiko yang terkandung
dalam penyelenggaraan e-money, hak dan kewajiban penerbit, tata cara redeem,
perlindungan terhadap kerahasian data customer, penerapan deposit insurance
(penjamin simpanan) dan lainnya

Selain perlunya peraturan tersendiri, ada yang perlu diperhatikan lagi yaitu
pentingnya penerbit dalam memperhatikan penetapan modal minimum yang harus
di pelihara hal ini penting guna memelihara kelangsungan hidup dan mampu
mengatasi segala macam kewajiban yang ada, menyangkut keamanan seccara
financial dalam hubungan dengan kemampuan membayar bila ada pemegang e-
money yang akan melakukan redeemtion serta memelihara kepercayaan

masyarakat selaku customers.

b. Hubungan Pengguna E-Money (Customer) dan Pedagang (Merchant)

Customer dan merchant memiliki hubungan yang terikat satu dengan
lainnya. Hal ini dikarenakan merchant merupakan pusat transaksi ekonomi
dimana diantara merchant dan customer terjadi kegiatan jual beli secara
elektronik. Sehingga dengan demikian merchant menanggung resiko kredit,
maksudnya merchant tidak serta merta menerima pembayaran secara tunai atas
transaksi yang telah dilakukannya dengan pengguna e-money. Pembayaran atas
transaksi yang telah dilakukan oleh customer akan dilakukan oleh penerbit kartu
e-money melalui kegiatan kliring.

Menurut Taswan (2003:65) kliring merupakan sarana atau cara
penghitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang
dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain
yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, kliring tidak hanya dilakukan secara
manual tetapi juga secara otomatis maupun secara elektronik. Oleh karena itu

kliring didefinisikan sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik
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antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya

diselesaikan pada waktu tertentu.

¢. Hubungan Penerbit (Issuer) dan Pedagang (Merchant)

Dalam penyelenggaraan e-money penerbit dan merchant merupakan salah
satu pemeran utama, dimana keduanya saling berhubungan, walaupun secara tidak
langsung. Hubungan yang ada antara penerbit dengan merchant dapat terlihat
terutama dalam hal kliring dan penyelesaian akhir dimana, kliring dan
penyelesaian terakhir merupakan akhir dari kegiatan transaksi yang dilakukan
oleh custumer.

Dari aspek kelembagaan, secara umum terdapat empat institusi yang
terlibat dalam pengoperasian electronic money yaitu (Paper BI, 2000:9):

a. Issuer (penerbit), merupakan pihak yang menerbitkan electronic money. Dari
sudut kebijakan bank sentral, issuer merupakan pihak yang memegang
peranan paling penting, mengingat electronic money merupakan komponen
liability dalam neraca institusi penerbit tersebut.

b. Operator network, merupakan pihak yang menyediakan jaringan komunikasi
dalam penyelenggaraan electronic money.

¢. Suplier hardware/software, merupakan pihak yang menyediakan hardware
dan software yang diperlukan dalam penyelenggaraan electronic money.

d. Penyelenggaraan kliring, merupakan, institusi yang menyelenggarakan kliring
antar bank penerbit electronic money.

Berdasarkan hal tersebut dalam pasal 31 Peraturan Bank Indonesia No.
7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
menggunakan Kartu penyelenggaraan e-money memerlukan kegiatan kliring
untuk memperhitungkan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit
dan atau financial aquirer. Yang dimaksud dengan financial aquirer pasal 1
angka (15) Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005  Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu adalah
aquirer (Bank dan lembaga non-bank yang melakukan kegiatan e-money) yang
melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh

pemegang Kartu. Kegiatan kliring tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

58

atau pihak lain, biasanya bank atau perusahaan switching yang mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia. Penyelenggaran kegiatan kliring yang dilakukan
di wilayah Republik Indonesia oleh pihak lain yang mendapat persetujuan dari
Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai kegiatan
kliring yang dilakukannya. Jika penyelenggaraan kliring dilakukan diluar wilayah
Republik Indonesia, penyelenggaraan kegiatan kliring tidak memerlukan
persetujuan Bank Indonesia namun wajib pula untuk menyampaikan laporan
secara tertulis mengenai kegiatan kliring yang dilakukannya, sepanjang
penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah
Republik Indonesia.

Perusahaan Switching dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Bank Indonesia
No. 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
menggunakan Kartu adalah perusahaan yang mengoperasiakan sistem yang
digunakan untuk meneruskan (switching/routing) transaksi alat pembayaran
dengan menggunakan kartu dari sistem financial aquirer tertentu ke sistem
penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat melakukan
perhitungan hak dan kewajiban antar financial aquirer dengan penerbit yang
timbul dari proses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu,

Selain kliring dalam penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan
kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau financial aquirer juga
memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan diperlukan laporan secara tertulis
kepada Bank Indonesia jika dalam transaksi digunakan mata uang rupiah dan
diterbitkan oleh penerbit yang berada dalam wilayah Indonesia. Hal ini sesuai
dengan pasal 32 Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 Tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu.
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang sudah penulis uraikan di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

E-money dapat dijadikan sebagai legal tender apabila memenuhi 2 prinsip
yaitu nilai uang yang tersimpan dalam media elektroniknya menggunakan
nilai uang rupiah yang merupakan mata uang Negara Republik Indonesia dan
e-money tersebut dapat diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia.
Dimana pengaturan terhadap hal tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-
undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan batasan terhadap
legal tender yang menyebutkan untuk menjadi legal fender suatu alat
pembayaran tersebut harus menggunakan uang rupiah dan tidak ditolak oleh
masyarakat dalam pelaksanaan transaksinya maka alat pembayaran tersebut
dapat dikatakan sebagai legal tender. Oleh karena itu selain uang kartal maka
uang giral dalam bentuk paper base misalkan cek, bilyet giro dan wesel dan
non paper base seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu prabayar
(e-money) serta uang kuasi dapat pula dikatakan sebagai legal tender.

E-money dapat mempengaruhi peredaran uang kartal, jika e-money diterbitkan
dengan sarana dan prasarana yang menunjang, maka masyarakat akan lebih
memilih e-money bila dibandingkan dengan uang tunai. Hal ini secara tidak
langsung dapat membuat peredaran uang secara tunai berkurang, disebabkan
Bank Indonesia dapat menurunkan jumlah biaya dalam percetakan,
pengeluaran, pengedaran uang tunai setiap tahunnya dapat ditekan. Penurunan
biaya oleh Bank Indonesia dikarenakan banyaknya uang tunai yang tidak
layak edar digunakan dalam transaksi. .

Dalam penyelenggaraan e-money perlu diperhatikan yaitu aspek teknis dan
aspek non-teknis, dimana aspek teknis menyangkut media yang digunakan,
teknik representasi nilai uang dalam e-money, Transferability, Fungsi-fungsi
tambahan lainnya, Infrastruktur Produk, dan Proses Transaksi. Sedangkan
aspek non-teknis lebih kepada Dampak Kebijakan Moneter, Pendapatan
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Seigniorage, L.embaga Penerbit, Security serta Money Laundring. Selain hal-
hal tersebut perlu pula diperhatikan mengenai hubungan antara para pihak
yang terkait, diantaranya customer, merchant dan penerbit (issuer). Dimana
aspek-aspek tersebut dalam penyelenggaraan e-money perlu sekali

diperhatikan demi kelancaran penyelenggaraan e-money.

4.2 Saran
Berdasarkan pembahasan mengenai e-money ini penulis memiliki
beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksananaan dari e-money antara lain:

1. Bagi penerbit e-money yang bukan lembaga bank, diharapkan lembaga
tersebut hanya akan melakukan kegiatan dibidang penerbitan e-money saja.
Pertimbangannya agar modal yang ada hanya ditujukan untuk menutupi resiko
yang timbul dari kegiatan e-money saja, bukan untuk mengcover segala
macam aktivitas yang mempunyai resiko yang lebih komplek. Selain itu
dibutuhkan pula sejenis lembaga penjamin simpanan bagi lembaga non-bank,
yang berguna untuk memberikan jminan serta perlindungan bagi customor
atau pengguna e-money dalam menggunakan e-money.

2. Diperlukan persiapan yang matang menyangkut sarana dan prasarana
penyelenggaraan e-money agar tujuan utama dikeluarkan e-money dapat
tercapai yaitu pengganti uang dalam transaksi retail atau kecil. Dengan sarana
dan prasarana yang memadai maka kemungkinan e-money dapat diterima
dimasyarakat umum,

3. Dalam penyelenggaraan e-money dibutuhkan suatu Undang-undang khusus
yang mengatur tentang e-money. Dengan adanya undang-undang maka
pelaksanaannya dapat terkontrol, sehingga hak dan kewajiban, keamanan serta
perlindungannya terjamin bukan hanya bagi customers, tetapi juga bagi
penerbit serta merchant. Undang-undang Khusus tersebut haruslah bersifat
universal sehingga nantinya e-money dapat digunakan dengan menggunakan
multi currency atau banyak mata uang asing dan dapat digunakan di berbagai

negara didunia.
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 52 /PBL/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu
sebagai alat pembayaran dalam memenuhi kegiatan

ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat;

b. bahwa sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu
sebagai alat pembayaran tersebut, tingkat keamanan
teknologi baik keamanan kartu maupun keamanan sistem
yang digunakan untuk memproses transaksi alat
pembayaran dengan menggunakan kartu perlu
ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat
pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan
lancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk
melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan
mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran

dengan mengygunakan kartu;

Mengingét‘ﬁ /l/
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4357);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT

PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini. yang dimaksud dengan :

l. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,
termasuk pula kantor cabang Bank asing.

2. Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di
luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran
dengan menggunakan kartu di Indonesia.

3. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang

berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debet,
dan/atau kartu prabayar.

4. Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk
melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu
dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada
waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara
angsuran.

5. Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu vang dapat
digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana

dim /
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dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi
secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atan Lembaga Selain
Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

6. Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana
kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara
langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank

yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

7. Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada
penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai
uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan
dalam satuan Rupiah atau dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang
digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi
secara langsung nilai uang pada kartu tersebut.

8. Kartu Prabayar Single-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk
melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi
ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk
pembayaran tol atau Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk
pembayaran transportasi umum.

9. Kartu Prabayar Multi-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk
melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis
transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk
pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.

10. Peme /
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10.Pemegang Kartu adalah pemilik sah dari Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu.

11.Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan
kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai
prinsipal, penerbit, dan/atau acquirer.

12. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik
tunggal hak atas merek dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu.

13. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan
menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.

14. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan
Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa financial

acquirer dan/atau technical acquirer.

15. Financial Acquirer adalah Acquirer yang melakukan pembayaran terlebih
dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.

16. Technical Acquirer adalah Acquirer yang menyediakan sarana yang
diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
17. Perusahaan Switching adalah perusahaan yang mengoperasikan sistem yang
digunakan untuk meneruskan (swirching/routing) transaksi Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu dari sistem Financial Acquirer tertentu ke
sistem Penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat
melakukan perhitungan hak dan kewajiban antar Financial Acquirer dengan

Penerbit yang timbul dari proses transaksi Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu.

BAB
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BAB II
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Prinsipal
Pasal 2

(1) Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu terdiri dari :

a. Prinsipal umum yaitu :

1. Prinsipal yang hak atas mereknya selain digunakan oleh Prinsipal
yang bersangkutan juga digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan
suatu perjanjian tertulis; atau

2. Prinsipal yang hak atas mereknya digunakan oleh Penerbit lain
berdasarkan suatu perjanjian tertulis.

b. Prinsipal khusus yaitu Prinsipal yang hak atas mereknya hanya
digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan, yang sekaligus bertindak
sebagai Penerbit dan/atau Acquirer.

(2) Prinsipal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat
dilakukan oleh Lembaga Selain Bank.

Pasal 3

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan secara tertulis rencana

kegiatannya kepada Bank Indonesia.
Pagal /{
/
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(I) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Prinsipal dalam rangka
meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

(2) Prinsipal wajib menghentikan sementara atau mencabut persetujuan
penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit apabila Bank
Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara atau mencabut
persetujuan yang telah diberikan kepada Penerbit tersebut sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua
Penerbit

Pasal 5
Bank atau Lembaga Selain Bank dapat menjadi Penerbit seluruh jenis Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, baik Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu
Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal 6
(1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit

yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen
Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.

(2) Lemb .
W v
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(2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang
mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

(3) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit untuk Kartu
Prabayar yang memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu Lembaga Selain Bank yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan

b. memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan Kartu

Prabayar Single-purpose single merchant atau Multi-purpose single
merchant di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.

(4) Kriteria Lembaga Selain Bank yang dapat menjadi Penerbit Kartu Prabayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi kembali oleh Bank
Indonesia paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bank

Indonesia ini.

Pasal 7

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit
wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Bank dan/atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan menerbitkan sekaligus beberapa jenis kartu, baik dalam
satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu, wajib mengajukan

permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu.

3)P h QQQ(Y]
) Permoho Y
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(3) Permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Bank dan/atau Lembaga Selain
Bank yang telah bertindak sebagai Penerbit salah satu jenis kartu dan akan
menambahkan jenis kartu lainnya, baik dalam satu fisik kartu maupun
beberapa fisik kartu.

(4) Khusus untuk Kartu Prabayar, Penerbit wajib meminta persetujuan kepada

Bank Indonesia dalam hal Kartu Prabayar yang diterbitkan adalah:

a. Kartu Prabayar Single-purpose tetapi dapat digunakan di lebih dari
satu penyedia barang dan/atau jasa (Single-purpose multi merchants);

b. Kartu Prabayar Multi-purpose yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran pada lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (Multi-
purpose multi merchants); dan/atau

c. Kartu Prabayar Single-purpose atau Multi-purpose yang Penerbitnya
bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (bukan merchant).

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan
secara tertulis kepada Bank Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan
dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Bank

1. rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana

kegiatan Bank sebagai Penerbit;
2. hasil
x.
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2. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
depan;
bukti kesiapan perangkat hukum;

4. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
bukti kesiapan operasional.

b. Lembaga Selain Bank

1. rencana kerja Lembaga Selain Bank;

2. fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan
oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan
hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang
berwenang;

3. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
depan;

4. bukti kesiapan perangkat hukum;
bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan

6. bukti kesiapan operasional.

(3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau
Perusahaan Switching, Penerbit harus:

a. memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional
Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut yang
antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dani security auditor
yang independen;

b. mensyaratkan kepada Technical Acquirer dan/atau Perusahaan
Switching yang bekerjasama dengan Penerbit tersebut untuk

r

mene ﬂ

-
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menerapkan prinsip resiprositas dalam hal Technical Acquirer dan/atau
Perusahaan Switching tersebut melakukan kerjasama dengan Technical
Acquirer dan/atau Perusahaan Switching lain yang berbadan hukum
asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan
¢. mensyaratkan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching
untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.
(4) Penerbit hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang
berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang

berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu, Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang bertindak
sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer dapat melakukan kerjasama
dengan pihak lain di luar pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Bank dan/atau Lembaga Selain
Bank dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan
atas permohonan sebagai Penerbit, termasuk jangka waktu pemberian
persetujuan atau penolakan, dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, diatur dengan Surat Edaran Bank

Indonesia. :
!’ml(@/f
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Pasal 11

(1) Bank Indonesia berwenang untuk :

a.

menunda pemberlakuan pcrscmjuah penyelenggaraan kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian
Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat
bertindak sebagai Penerbit untuk sementara waktu; atau

membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank
Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat
bertindak sebagai Penerbit.

(2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada

a.
b.

memburuknya kondisi keuangan Bank;

adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank
untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah
diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit; atau
lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang
dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam
kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau

perekonomian nasional.

(3) Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Penerbit
dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.
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Pasal 12

(1) Persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank atau
Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu tidak mengikat Prinsipal untuk memberikan
persetujuan penggunaan merek kepada Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut.

(2) Dalam memberikan persetujuan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal dapat menetapkan syarat-
syarat lain di luar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia ini.

Bagian Ketiga
Acquirer
Pasal 13

Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Financial Acquirer adalah
Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan yang mengatur
mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Pasal 14

(I)  Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh persetujuan
sebagai Penerbit dan akan melakukan kegiatan sebagai Financial Acquirer

dawatau Technical Acquirer harus melaporkan secara tertulis rencana

I

kegia i
&
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-14-

kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer tersebut
kepada Bank Indonesia

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
dengan:
a. bukti kesiapan perangkat hukum; dan
b. bukti kesiapan manajemen likuiditas,

(3)  Prosedur dan tata cara pelaporan sebagai Financial Acquirer dan/atau

Technical Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Financial
Acquirer wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Bank Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan
dokumen-dokumen sebagai berikut
a. Bank

. rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana
kegiatan Bank sebagai Financial Acquirer;

2. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
depan;

3. bukti kesiapan perangkat hukum; ¢

e
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—

bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
bukti kesiapan operasional.

Lembaga Selain Bank

i
2

4.
1
6.

rencana kerja Lembaga Selain Bank;

fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan
oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan
hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang
berwenang;

hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
depan;

bukti kesiapan perangkat hukum;

bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan

bukti kesiapan operasional.

(4) Dalam hal Financial Acquirer bekerjasama dengan Technical Acquirer
dan/atau Perusahaan Switching, Financial Acquirer harus:

a.

| 100 PBI (A4B) - 107 - 3 - 2004 - ERC

memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional
Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut yang
antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dari security auditor

yang independen;

mensyaratkan kepada Technical Acquirer dan/atau Perusahaan

Switching yang bekerjasama dengan Financial Acquirer tersebut untuk

menerapkan prinsip resiprositas dalam hal Technical Acquirer dan/atau
Perusahaan Switching tersebut melakukan kerjasama dengan Technical
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Acquirer dan/atau Perusahaan Switching lain yang berbadan hukum
asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan

c. mensyaratkan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching
untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.

(5) Financial Acquirer hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan Switching
yang berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang
berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan
atas permohonan sebagai Financial Acquirer, termasuk jangka waktu pemberian
persetujuan atau penolakan dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu diatur dengan Surat Edaran Bank
Indonesia.

Pasal 17

(1) Bank Indonesia berwenang untuk :

a. menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian
Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat

bertindak sebagai Financial Acquirer untuk sementara waktu; atau

-

b. membata% Ur
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membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia,
Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai

Financial Acquirer.

(2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :

a.

b.

memburuknya kondisi keuangan Bank;

adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk
menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan
kepada Lembaga Selain Bank sebagai Financial Acquirer; atau

lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang
dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam
kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau

perekonomian nasional.

(3) Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Financial
Acquirer dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank

Indonesia.
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BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Kartu Kredit
Pasal 18

Pemberian Kartu Kredit hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berdasarkan
permohonan tertulis dari calon Pemegang Kartu.

Pasal 19

(1) Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib menerapkan manajemen
risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
manajemen risiko.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit
wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya
meliputi :

penetapan minimum usia calon Pemegang Kartu;

a.
b. penetapan minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;

s

penetapan batas maksimum kredit calon Pemegang Kartu;

penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu,

sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total

tagihan; dan
e. prosedur pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu.

(3) Bank Indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan,
dan/atau batas maksimum kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, huruf b, dan/atau huruf ¢ dan perubahannya, serta perubahan penetapan
besarnya persentase minimum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan
Surat Edaran Bank Indonesia. (

Pasal ]\/]

-
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(1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang

Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;

b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam
penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari
penggunaaan Kartu Kredit;

c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan
perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;

e. komponen dalam penghitungan bunga;

f. komponen dalam penghitungan denda; dan

g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

(2) Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang disampaikan
kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;

b. tanggal jatuh tempo pembayaran;

c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per
tahun (annualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan,
termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan
tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas
masing-masing transaksi tersebut berbeda;

d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu;
dan

e. nominal bunga yang dikenakan.

3) Informap@d
i
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(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
disampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabila terjadi
perubahan atas informasi tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi dalam lembar penagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 21

(1) Pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit wajib dilakukan
sesual dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank

umuim.

(2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit
dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan
mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran.

(3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk
tagihan pokok, bunga dan/atau denda, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan
kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank umum.

(4) Penghitungan kolektibilitas kredit dalam Kartu Kredit wajib dilakukan
sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas
kredit Bank Umum.

(5) Penerbhit /}/
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(5) Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penghitungan kolektibilitas yang
lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan internal Penerbit Kartu Kredit
yang bersangkutan, namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank
Indonesia, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan
kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai
pemberian kredit oleh Bank.

(6) Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik
yang dilakukan oleh Penerbit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain,
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran
Bank Indonesia.

Pasal 22

Penerbit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya
kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama
Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 23

(1) Penerbit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu

dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi negative list dan positive list

serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (merchant black list).

(2) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bilateral dan/atau melalui pusat pengelola informasi.
(3) Dala?_lﬂq
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(3) Dalam hal tukar-menukar informasi dilakukan melalui pusat pengelola
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia
menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar menukar informasi dan pengaturan
tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.

(4) Penerbit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak
lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 24

(1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib
menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian
risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.

(2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib
menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko

operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :

a. penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi
gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi
tanggung jawab Acquirer; dan

b. penyediaan sarana back-up data transaksi.

(3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit
wajib memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan
pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan
kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalap({

/
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(4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib
memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen

risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar
Pasal 25

(1) Dalam pemberian Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar,
Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit

wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-

kurangnya meliputi :

a. penetapan batas maksimum nilai transaksi:

b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai; dan

C. penetapan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu, khusus
untuk Kartu Prabayar.

(3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum nilai transaksi, batas
maksimum penarikan uang tunai, dan batas maksimum nilai yang tersimpan
pada Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat
Edaran Bank Indonesia.

PAS#‘@,
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Pasal 26

(1) Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Indonesia
adalah Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Kartu Prabayar yang digunakan untuk bertransaksi di Indonesia wajib
menggunakan satuan hitung dalam Rupiah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib
menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian
risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.

(2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib
menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko

operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :

a. penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi
gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi
tanggung jawab Acquirer; dan

b. penyediaan sarana back-up data transaksi.

(3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit wajib
memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan pengendalian

risi
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risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib

memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen

risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu,

sekurang-kurangnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau
Kartu Prabayar, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM, Kartu Debet,
dan/atau Kartu Prabayar, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan
Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar;

b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu; dan

c. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perkiraan lamanya waktu
penanganan pengaduan tersebut.

BAB IV
PENGHENTIAN KEGIATAN
Pasal 29

Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan secara tetap penyelenggaraan
kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam hal:

a. Penvelen
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a. Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini setelah
dikenakan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60.

b. terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk
menghentikan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
dilakukannya; atau

¢.  adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas
pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha
Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan

kegiatan usaha Penyelenggara.

Pasal 30

(1) Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
apabila akan menghentikan kegiatannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.

(3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Penyelenggara harus dilaporkan
secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

w@’@é
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BABV
KLIRING DAN PENYELESAIAN AKHIR
Pasal 31

(1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu memerlukan kegiatan kliring untuk memperhitungkan
hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Financial
Acquirer, maka kegiatan Kkliring tersebut diselenggarakan oleh Bank
Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk penyelenggaraan kliring yang dilakukan di wilayah

Republik Indonesia.

(3) Penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
kegiatan kliring yang dilakukannya.

(4) Dalam hal kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara
kegiatan kliring tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
kegiatan kliring yang dilakukannya sepanjang penyelenggara tersebut
memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik
Indonesia.

(5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara
kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian

<
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laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

(1) Penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-
masing Penerbit dan/atau Financial Acquirer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain
dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk penyelenggaraan penyelesaian akhir atas transaksi dalam
mata uang rupiah untuk kartu yang diterbitkan oleh Penerbit di wilayah
Republik Indonesia.

(3) Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia
mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya.

(4) Dalam hal kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara
kegiatan penyelesaian akhir tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia,
tetapi wajib menyampaikan laporan sccéra tertulis kepada Bank Indonesia
mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya
sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor

perwakilan di wilayah Republik Indonesia.

(5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara
kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

enyampaiaf |
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penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 33

Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap Penyelenggara.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara wajib memberikan :

a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap
sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan
penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
Kartu; dan/atau

c. hal-hal lain yang diperlukan.

Berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan
pembinaan dan/atau mengenakan sanksi.

E
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Pasal 34

Bank VIndonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank
Indonesia baik secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan mengenai
kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

BAB VII
PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
Pasal 36

(1) Penyelenggara wajib meningkatkan keamanan teknologi Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu, baik keamanan pada kartu maupun keamanan
pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

(2) Ketentuan mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), termasuk pengaturan mengenai pencetakan dan personalisasi kartu,
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At

serta persetujuan perusahaan personalisasi kartu diatur lebih lanjut dengan
Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 37

Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh
Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
(Bank Umum Syariah) dan Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank
Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal 38

Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu sepanjang peraturan yang mengatur Bank
Perkreditan Rakyat memungkinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk
melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 39

Perusahaan Switching yang dapat beroperasi di Indonesia adalah Pernsahaan
Switching yang berbadan hukum Indonesia atau Perusahaan Switching yang

berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

{
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Pasal 40

(1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan
sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat
dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
Bank Indonesia.

Pasal 41

Peraturan peluksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut
dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX
SANKSI
Pasal 42

Prinsipal yang tidak menghentikan sementara atau mencabut persetujuan
penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh Bank Indonesia dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pas
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Pasal 43

(1) Dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tidak
memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan
prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta Penerbit
menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan
Switching tersebut.

(2) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang tidak
berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang
berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bank Indonesia dapat
meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan Perusahaan Switching

tersebut.

Pasal 44

(1) Dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tidak
memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan

prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta Financial
Acquirer menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau

Perusahaan Switching tersebut.

(2) Dalam hal Financial Acquirer bekerjasama dengan Perusahaan Switching
yang tidak berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching
yang berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Bank Indonesia

=
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dapat meminta Financial Acquirer menghentikan kerjasama dengan
Perusahaan Switching tersebut.

Pasal 45

(1) Penerbit Kartu Kredit yang memberikan Kartu Kredit tidak berdasarkan
permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran
tertulis kadua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi
penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 46

(1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak menerapkan manajemen risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi

keten ﬁ
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ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut
dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut
dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu
Kredit.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku
juga untuk Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi persyaratan
mengenai minimum usia, minimum pendapatan, batas maksimum kredit,
dan/atau persentase minimum pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Edaran Bank Indonesia .

Pasal 47

(1) Penerbit yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit tidak memenuhi ketentuan
Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis
kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit tidak memenuhi ketentuan
Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian
sementara kegiatan sebagai Penerbit. -
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Pasal 48

(1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan
dengan pemberian dan/atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) IJika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian
sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 49

(1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang terkait dengan
pemberian fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu | (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian

sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.
Pasag @
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Pasal 50

(1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan
tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Penerbit Kartu Kredit yang memberikan informasi data Pemegang Kartu |
kepada pihak lain di Iluar kepentingan tukar-menukar informasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penerbit Kartu Kredit
tidak mcmenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4),
Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

(4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4), Penerbit Kartu Kredit
tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit
Kartu Kredit.

Pasal 51

(1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi

M@f
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ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis
kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi
penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 52

(1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak
menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan
ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan
ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan
sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet. dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal/. b
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Pasal 53

(1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit
tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit
tersebut Jikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit
Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal 54

(1) Penyelenggara kegiatan kliring yang tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), serta
penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4)
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara kegiatan kliring tidak
memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau

penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan
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Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan
teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara kegiatan kliring tidak
memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau
penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan Pasal
32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan sanksi
penghentian sementara.

Pasal 55

Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang
diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan
pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai
Penyelenggara.

Pasal 56

Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per jenis laporan dan
per periode penyampaian laporan.

100 PBI (A4B) - 10r - 3 - 2004 - ERC



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BANK INDONESIA

41-

Pasal 57

(1) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban untuk meningkatkan
keamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tersebut tidak
memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi
ketentuan Pasal 36 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi
penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 58

(1) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan sistem
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tersebut tidak
memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

(3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi
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ketentuan Pasal 40 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi
penghentian sementara kegiatan sebagai  Penyelenggara kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 59

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan
Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan tidak melaporkan
kegiatannya tersebut kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 dikenakan sanksi teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 61, Bank atau Lembaga Selain
Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

Pasal 60

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan
kliring dan/atau penyelesaian akhir dan tidak melaporkan kegiatannya
kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan
sanksi teguran tertulis.

(2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 63, Bank atau Lembaga Selain
Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas
penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir.

BAB /
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~ BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

Bank atau Lembaga Selain Bank yang felah melakukan kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum tanggal 28 Desember 2004
wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu
penyampaian, dan jenis laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 62

Perusahaan Switching yang telah beroperasi di Indonesia sebelum berlakunya
Peraturan Bank Indonesia ini, yang belum berbadan hukum Indonesia atau tidak
memiliki kantor cabang di Indonesia, wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 39
paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan
Bank Indonesia ini.

Pasal 63

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring
dan/atau penyelesaian akhir atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap
dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dan wajib melaporkan kegiatannya

kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan
yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X1 .[\/
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia
Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA{ /;
/

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 148
DASP

Bl 100 PBI (A4B) - 10r - 3 - 2004 - ERC



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BANK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 52 /PBI/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004,
khususnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain
melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran
untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Persetujuan atau izin Bank
Indonesia atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tersebut diperlukan
dengan maksud agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran memenuhi
persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Sedangkan
kewajiban penyampaian laporan kegiatan dari penyelenggara jasa sistem
pembayaran dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, informasi yang
diperoleh dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia lainnya dalam bidang

pengendalian moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
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Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang
dengan cepat adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Kebutuhan
masyarakat terhadap penggunaan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup
pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tersebut, tingkat keamanan teknologi
baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk
memproses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu perlu
ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat bayar dapat senantiasa berjalan
dengan aman dan lancar.

Berkaitan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yaitu magnetic stripes yang dinilai
semakin rawan terhadap berbagai modus operandi kejahatan (fraud), maka perlu
diatur kewajiban Penyelenggara untuk meningkatkan keamanan antara lain
dengan mengkombinasikan penggunaan teknologi magnetic stripes dengan
teknologi chip. Penggunaan teknologi chip selain untuk meningkatkan keamanan,
juga dimaksudkan untuk mencegah migrasi kejahatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu dari negara-negara lain yang telah menerapkan chip ke
Indonesia, serta untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan produk
layanan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di masa mendatang.

Selain pengaturan mengenai kewajiban peningkatan teknologi, pengaturan
Kartu Prabayar dalam PBI ini lebih dipertegas antara lain dengan mengatur jenis
Kartu Prabayar yang perlu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Perlunya
persetujuan Bank Indonesia terhadap penerbitan Kartu Prabayar yang bersifat
Single-purpose multi merchants, Multi-purpose mulii merchants dan Single-
purpose atau Multi-purpose yang diterbitkan oleh bukan merchant antara lain

dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:
8 Kartu-kad(GL/
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1. Kartu-kartu tersebut pada dasarnya bersifat seperti uang yang dibawa oleh
Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-kartu tersebut dengan uang
karena pada saat Pemegang Kartu menggunakan kartunya pada merchant
tertentu, maka bagi merchant tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu,
apapun satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang
yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu Prabayar dalam
bentuk uvang;

2. Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai System Wide Important
Payment System (SWIPS) karena digunakan oleh masyarakat banyak dan
melibatkan berbagai pihak; dan

3. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, karena
penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan banyak pihak.

Adapun perlunya persetujuan oleh Bank Indonesia dimaksud didasarkan pada
pertimbangan pentingnya:

1. perlindungan bagi masyarakat pengguna,

2. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran, dan

3.  pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.
Sedangkan Kartu Prabayar single merchant yang diterbitkan sendiri oleh
merchant, tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia karena pada
dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa nilai uang, hanya dapat digunakan
untuk pembayaran kepada merchant tersebut sehingga tidak akan ada penagihan

dari merchant lainnya.

Peraturan Bank Indonesia ini juga membatasi Lembaga Selain Bank yang
dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Prabayar mengingat sifat Kartu Prabayar
yang sama seperti uang tunai. Kartu-kartu Prabayar, apapun satuan nilai yang
terdapat didalamnya, apakah rupiah, pulsa, ataupun bentuk lainnya, pada

dasamyé G,}
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dasarnya bersifat seperti “vang tunai di dalam fisik kartu” yang dibawa oleh
Pemegang Kartu. Dikatakan bersifat seperti “uang tunai” karena nilai “vang”
telah berada di dalam kartu (prabayar) dan bukan disimpan dalam rekening di
bank.

Pada dasarnya, “vang digital” yang terdapat dalam Kartu Prabayar dapat
dikonstruksikan dalam dua bentuk, yakni bentuk “barang” dan bentuk “uvang”.
Kartu telepon, yang hanya digunakan untuk menelepon pada penyedia jasa
telekomunikasi penerbit kartu telepon tersebut (single purpose single merchant)
dapat dikategorikan sebagai “barang”, yang pembeliannya dapat disamakan
dengan pembelian barang biasa (barang yang dibeli adalah pulsa).

Selain hal-hal tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan aspek kehati-
hatian, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu merupakan materi yang diatur dalam
PBI ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
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-5
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dimungkinkannya Lembaga Selain Bank dalam ayat ini untuk
menjadi Penerbit Kartu Prabayar ditujukan untuk menampung
potensi lembaga-lembaga yang bukan lembaga keuangan untuk
menerbitkan Kartu Prabayar sebagaimana Kartu Prabayar yang
diterbitkan oleh Bank. Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi
mengeluarkan kartu telepon berisi pulsa yang dapat digunakan baik
untuk menelpon maupun untuk berbelanja.
Yang dimaksud dengan “reputasi baik” dalam hal ini misalnya dalam
penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose single merchant
atau Multi-purpose single merchant, Penerbit tidak pernah gagal
bayar dan kartu-kartu yang diterbitkannya dapat digunakan dengan
baik.
Ayat (4)
Cukup jelas

mﬁ@,/
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Pasal 7

Avyat (1)
Persetujuan Bank Indonesia dimaksudkan agar terdapat kesetaraan
antara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
diterbitkan oleh Bank dengan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh Lembaga Selain Bank,
dan persetujuan Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat pengguna Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
alat pembayaran tersebut, dan menjalankan tugas Bank Indonesia
dalam memonitor uang beredar.

Ayat (2)
Pengajuan permohonan persetujuan untuk menerbitkan beberapa
Jenis kartu, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik
kartu, dapat diajukan dalam 1 (satu) surat permohonan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “beberapa jenis kartu tergabung dalam satu
fisik kartu” antara lain fungsi Kartu ATM yang tergabung menjadi
satu dengan Kartu Debet.
Yang dimaksud dengan “menambahkan jenis kartu lainnya secara
tergabung dalam fisik kartu yang telah diterbitkan” antara lain
Penerbit yang telah menerbitkan Kartu ATM akan menambahkan
fungsi Kartu Debet dalam fisik Kartu Kredit tersebut.

Ayat (4)
Penerbitan Kartu Prabayar Multi-purpose multi merchants, Kartu
Prabayar Single-purpose multi merchants, dan Kartu Prabayar

Multi-purpose atau Single-purpose di mana Penerbit Kartu

Prabayggf@g
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Prabayar tersebut bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa

(merchant), memerlukan persetujuan Bank Indonesia karena:

1. Kartu-kartu tersebut pada dasamya bersifat seperti uang yang
dibawa oleh Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-
kartu tersebut dengan vang karena pada saat Pemegang Kartu
menggunakan kartunya pada merchant tertentu, maka bagi
merchant tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu, apapun
satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai
uang yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu
Prabayar dalam bentuk uang;

2. Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai System Wide
Important Payment System (SWIPS) karena digunakan oleh
masyarakat banyak dan melibatkan berbagai pihak; dan

3. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran,
karena penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan
banyak pihak.

Pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia didasarkan pada

pertimbangan pentingnya:

1. perlindungan bagi masyarakat pengguna,

2. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran,
dan

3. pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang
beredar.

Contoh Kartu Prabayar Single-purpose multi merchants adalah

Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk membayar tiket
berbagai transportasi umum, misalnya kereta api. bus kota, feri,

monorél E% ﬂ
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monorel, busway dan lain-lain, yang diselenggarakan oleh lebih
dari satu perusahaan.

Contoh Kartu Prabayar Multi-purpose multi merchants adalah
Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol,
pembelanjaan umum, dan pembayaran tiket berbagai transportasi
umum yang dikelola oleh lebih dari satu perusahaan pengelola,
misalnya kereta api, bus kota, feri, monorel, busway, dan lain-lain.

Contoh Kartu Prabayar Multi-purpose maupun Single-purpose
yang Penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan atau jasa
(bukan merchant) adalah:

I.  Suatu perusahaan telekomunikasi menerbitkan Kartu Prabayar
telekomunikasi yang dapat digunakan untuk membayar biaya
tol di berbagai ruas tol yang dikelola oleh satu atau berbagai
perusahaan pengelola jalan tol (Single-purpose single
merchant atau Single-purpose multi merchants, dan Penerbit
bukan merchant).

2. Bank menerbitkan Kartu Prabayar yang dapat digunakan
untuk berbelanja barang dan atau jasa di satu atau berbagai
merchants (multi-purpose single merchant atau multi-purpose

multi merchants, dan Penerbit bukan merchant).

Dalam hal Bank menyediakan jasa layanan bagi nasabahnya yang
pembayaran atas jasa layanan tersebut dilakukan dengan
menggunakan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu maka
dalam hal ini Bank dimaksud bertindak sebagai merchant.

Sedan i
j /
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Sedangkan Kartu Prabayar single merchant yang diterbitkan sendiri
oleh merchant tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari Bank

Indonesia karena pada dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa
nilai uang, hanya dapat digunakan untuk pembayaran kepada
merchant tersebut sehingga tidak akan ada penagihan dari

merchant lainnya.

Contoh:

L

Pasal 8
Ayat (1)

Kartu Prabayar Multi-purpose yang hanya dapat digunakan
pada satu penyedia barang dan/atau jasa (multi purpose single
merchant), misalnya Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh
perusahaan pengelola jalan tol dan dapat digunakan untuk
membayar tiket tol dan transaksi pembelanjaan lain pada
outlet yang dimiliki oleh perusahaan yang sama.

Kartu Prabayar Single-purpose yang hanya dapat digunakan
untuk kepentingan pembayaran barang dan/atau jasa tetapi
hanya pada satu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa
(Single-purpose single merchant), misalnya Kartu Prabayar
yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola jalan tol untuk
kepentingan pembayaran penggunaan jalan tol pada berbagai
ruas jalan yang hanya dikelola oleh perusahaan tersebut.

Cukup jelas
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-10-
Ayat (2)
Huruf a
Angka |
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal,
pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit,
Prinsipal, Acquirer, dan Pemegang Kartu, serta
prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
para pihak.

Angka 4
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain
menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
dan manajemen risiko operasional.

Angka 5
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
lain:
1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber

daya manusia;

2. rencana peralatan dan sarana usaha.
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Huruf b

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan
legalisasi fotokopi akta pendirian badan hukum
misalnya notaris.

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal,
pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit,
Prinsipal, Acquirer, dan Pemegang Kartu, serta
prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
para pihak.

Angka 5

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain
menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
dan manajemen risiko operasional.

Angka 6
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara

lain:
. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber

daya manusia; dan

2. rencana peralatan dan sarana usaha.
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Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penerapan prinsip resiprositas diperlukan untuk menjamin
agar terdapat kesejajaran di mana produk Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu Indonesia dapat dipergunakan
di luar negeri sama dengan digunakannya produk Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu asing di
Indonesia. Contoh, Bank-bank yang bersama-sama
tergabung dalam jaringan ATM domestik (jaringan
Perusahaan Switching domestik), dan jaringan ATM
domestik tersebut akan dikoneksikan (interlink) dengan
jaringan ATM luar negeri, maka kartu-kartu ATM yang
diterbitkan oleh Bank-bank yang tergabung di jaringan ATM
domestik maupun yang diterbitkan oleh Bank-bank yang
tergabung dalam jaringan ATM luar negeri tersebut harus
saling dapat digunakan baik di jaringan ATM di Indonesia

maupun jaringan ATM di luar negeri.

Huruf ¢

Ayat (4)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia”
antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.
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Pasal 9
Ayat (1)
Contoh pihak lain dalam pasal ini antara lain pihak kolektor tagihan
Kartu Kredit yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Baok dan atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai

Penerbit dan mempunyai jaringan ATM sendiri dan kemudian

melakukan kerjasama dengan Perusahaan Switching atau Penerbit
lainnya dalam mengoperasikan jaringan ATM bersama, maka

Penerbit tersebut otomatis menjalankan pula fungsi sebagai
Financial Acquirer untuk nasabah Bank dan atau Lembaga Selain
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-14-

Bank lainnya yang tergabung dalam jaringan ATM bersama
tersebut.
Bank atau Lembaga Selain Bank telah menjalankan fungsi sebagai
Financial Acquirer apabila Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut memberikan talangan untuk nasabah Bank atau Lembaga
Selain Bank lainnya, meskipun Bank atau Lembaga Selain Bank
tersebut tidak menyediakan jaringan ATM sendiri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) .
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Angka |
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
lain perjanjian antara Financial Acquirer dengan
Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa.

=
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pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial
Acquirer, Penerbit, serta prosedur penyelesaian
sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain
menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
dan manajemen risiko operasional.

Angka 5
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
lain:
1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber

daya manusia; dan

2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Huruf b

Angka |
Cukup jelas

Angka 2
Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan
legalisasi fotokopi akta pendirian badan hukum
misalnya notaris.

Angka 3
Cukup jelas
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Angka 4
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
lain perjanjian antara Financial Acquirer dengan
Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa,
pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial
Acquirer, Penerbit, serta prosedur penyelesaian
sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 5
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain
menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
dan manajemen risiko operasional.

Angka 6
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber

daya manusia; dan
2. rencana peralatan dan sarana usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia”
antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasél/\)/
o
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Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Penawaran produk Kartu Kredit secara lisan kepada calon Pemegang
Kartu (solicitation) dapat dilakukan namun pemberian Kartu Kredit baru
dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis yang dibubuhi
tandatangan basah oleh calon Pemegang Kartu.

Pasal 19
Ayat (1)
Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen
risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan
Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Manajemen risiko kredit dalam pasal ini wajib dituangkan dalam
bentuk dokumen tertulis.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam

pemberiah /. p

-
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pemberian kredit, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga
Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan asas keadilan dan
kewajaran” antara lain Penerbit:
a. tidak memperhitungkan nilai transaksi yang belum jatuh tempo
sebagai komponen dalam penghitungan bunga;
b. menghitung bunga dari unpaid balance, bukan dari nilai
transaksi; dan
c. tidak mengenakan bunga atas tagihan yang telah dibayar
sebelum tanggal cetak tagihan (early payment).
Ayat (3)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam
penyelesaian kredit bermasalah, berlaku baik untuk Bank maupun
Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
Ayat (4)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai pemberian
kredit oleh Bank dalam penghitungan kolektibilitas kredit, berlaku
baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan
Kartu Kredit,
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
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Pasal 22

Yang dimaksud dengan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan
biaya” dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian
Kartu Kredit tambahan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit”
antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu
Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan
biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu
Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” dalam ayat ini termasuk
Jjuga kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank

yang herwenang.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat
pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
dan/atau credit bureau.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini
misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit
kepada pihak lain seperti penyedia barang dan/atau jasa dan

perusahaan asuransi.
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BANK INDONESIA

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud “penghentian secara tetap” adalah pencabutan persetujuan
sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer oleh Bank Indonesia.
Permintaan tertulis dari otoritas pengawas yang berwenang untuk
menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara kepada Bank Indonesia dapat
didasarkan pada pertimbangan antara lain adanya pelanggaran terhadap
ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

Pasal 30

Cukup jelas
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BANK INDONESIA

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ayat ini antara lain
Bank dan Perusahaan Switching.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

~
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BANK INDONESIA

Pasal 37
Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” dalam pasal ini adalah prinsip
syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
yang mengatur mengenai perbankan dan seluruh ketentuan
pelaksanaannya, antara lain berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) yang mengatur tentang kartu syariah.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia” antara
lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 40
Ayat (1)
Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan
sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain
antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam
kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain
memuat :
a. tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;

b. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung;
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BANK INDONESIA

o

C. tata cara pelaporan dan jenis laporan;

d. waktu penyampaian laporan; dan

€. tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka
tukar-menukar informasi.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
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BANK INDONESIA

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
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BANK INDONESIA

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN I EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4583
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/14/PB1/2004
TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN,
SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur

P

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

b. bahwa dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang
untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta
mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah dari
peredaran;

c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut telah
diatur ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran,
pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah,;

d. bahwa Kketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran,
pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan vang rupiah
yang ada saat ini perlu disempurnakan;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan
ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan
dan penarikan, serta pemusnahan uvang rupiah dalam suvatu
Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN
PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1. Uang adalah vang rupiah.
2. Uang Kertas adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan
kertas atau bahan lainnya.
3. Uang ...
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e

Uang Logam adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium,
aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.

Uang Tidak Layak Edar adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran
aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain
karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.

Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari
ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian,
atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain
karena robek, atau Uang yang mengerut.

Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari
upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar,
ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bahan Uang adalah kertas uang, logam uang atau bahan lainnya termasuk
tanda pengaman uvang yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan dan atau
pengaman Uang.

Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka
memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang
berbeda dengan nilai jualnya.

Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak

memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BABII ...
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BAB I1
PENGELUARAN UANG
Pasal 2

(1) Bank Indonesia menetapkan macam Uang, harga Uang, Ciri Uang yang akan

(2)

(M

(2)

dikeluarkan, serta Bahan Uang yang digunakan.

Dalam menetapkan Ciri Uang dan Bahan Uang, Bank Indonesia berwenang

menetapkan desain Uang, spesifikasi Uang dan spesifikasi Bahan Uang.

Pasal 3

Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas

dan Uang Logam.

Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang

sekurang-kurangnya :

a.

b.

v
d.

o

gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;

kata “Bank Indonesia”;

pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;

tahun emisi;

NOMOr Seri;

kata “Dewan Gubemur”, tanda tangan dan sebutan Gubernur dan
seorang anggota Dewan Gubemur; dan

kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia
mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”.

(3) Uang ...
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(3) Uang Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang
sekurang-kurangnya :
a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
b. kata “Bank Indonesia”;
¢. pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan

d. tahun emisi.

Pasal 4

(1) Bank Indonesia melaksanakan pengadaan Bahan Uang dan jasa lainnya,
termasuk menetapkan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan pemasok uang sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya Uang yang dikeluarkan
sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ...
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Pasal 6

Bank Indonesia mengeluarkan Uang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 dengan Peraturan Bank Indonesia.

BARB III
PENGEDARAN UANG
Pasal 7

(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
mengedarkan Uang kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengedaran Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank

Indonesia.

Pasal 8

(1) Bank Indonesia memberikan layanan kas yang terdiri dari layanan bayaran,
layanan setoran dan layanan penukaran.

(2) Layanan ...
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(3)

(M

()

3)

(4)

(5)

(6)

o

Layanan bayaran dan layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada pihak yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan pihak
lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pihak yang memperoleh layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), melakukan penyortiran atas Uang yang akan disetorkan kepada Bank
Indonesia.

Pasal 9

Layanan penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan

kepada masyarakat untuk menukarkan :

a. Uang yang masih layak edar dengan Uang yang masih layak edar dalam
pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau

b. Uang Tidak Layak Edar dengan Uang yang masih layak edar dalam
pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Pelaksanaan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan oleh pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang yang hilang atau

musnah karena sebab apapun.

Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia

memberikan penggantian atas Uang Lusuh atau Uang Cacat sebesar nilai

nominal.

Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diberikan sepanjang Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui

oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.

Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia

memberikan penggantian atas Uang Rusak.

7) besarnya ...
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(8)

®

B

Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diatur sebagai berikut :

a. Uang Kertas atau Uang Logam apabila :

1) fisik Uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan Ciri Uang
dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai
nominal;

2) fisik Uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya
tidak diberikan penggantian.

b. Uang Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) apabila :

1) fisik Uang mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali
keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;

2) fisik Uang mengerut dan tidak utuh serta ciri Uang dapat dikenali
keasliannya besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf a.

Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), diberikan apabila :

a. Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dan terdapat salah satu
nomor serinya secara lengkap; atau

b. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi masih terdapat kedua
nomor serinya secara lengkap dan sama.

Uang Lusuh atau Uang Cacat dalam kondisi rusak, diberikan penggantian

yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
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(1)

(2)

3)

4)

(5)

BAB IV
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG
Pasal 10

Bank Indonesia menetapkan Uang tidak sebagai alat pembayaran yang sah di
wilayah negara Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik

Uang dari peredaran.

Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan penggantian.

Besarnya penggantian Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai
nominal;

b. Uang Rusak diberikan penggantian yang besarnya mengacu dalam Pasal
9 ayat (7) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (8).

Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam

peredaran, dilakukan dengan cara menukarkan kepada Bank Indonesia atau

pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

sejak tanggal pencabutan.

(6) Pencabutan...
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S
(6) Pencabutan dan penarikan Uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BABV
PEMUSNAHAN UANG
Pasal 11

Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap :

a.  Uang Tidak Layak Edar; dan

b.  Uang yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi

mempunyai manfaat ekonomis dan atau kurang diminati oleh masyarakat.

BAB VI
UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
Pasal 12

Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap Uang yang
diragukan keasliannya.

Pasal 13

(1) Bank Indonesia memberikan penggantian terhadap Uang yang telah
dinyatakan asli.

(2) Besarnya ...
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3)

(4)

=
Besarnya penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Pasal 9 ayat (4) dan
ayat (7) serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (8).
Uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank
Indonesia.
Uang yang dinyatakan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses
sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN DAN KERJASAMA PENANGGULANGAN UANG PALSU

Pasal 14

Bank umum wajib menyampaikan laporan mengenai penemuan Uang Palsu

kepada Bank Indonesia.

(1)

(2)

Pasal 15

Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda
keaslian Uang kepada masyarakat.

Dalam memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 16. ..
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Pasal 16

Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam

rangka penanggulangan Uang Palsu.

(1
(2)

3)

“4)

&)

(6)

(7)

BAB VIII
UANG KHUSUS
Pasal 17

Bank Indonesia mengeluarkan Uang Khusus.

Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh
Bank Indonesia atas permohonan pihak lain.

Bank Indonesia mengenakan royalti terhadap Uang Khusus yang
dikeluarkan atas permohonan pihak lain.

Macam Uang Khusus yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.

Uang Kertas yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
berbentuk lembaran Uang yang belum dipotong.

Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat
pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Macam Uang Khusus, harga Uang Khusus dan ciri Uang Khusus yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(8) Uang. ..
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(8) Uang Khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas dan
dilengkapi dengan sertifikat.
(9) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh Bank
Indonesia sebesar nilai nominal.
(10) Pengedaran Uang Khusus dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB IX
SPESIMEN UANG
Pasal 18

(1) Bank Indonesia mengeluarkan dan menyampaikan spesimen Uang Kertas
kepada bank umum, bank sentral negara lain dan pihak lain yang disetujui
oleh Bank Indonesia untuk setiap Uang Kertas emisi baru.

(2) Spesimen Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Pelanggaran ...
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Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan dari :

a.  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1
Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan
Pengedaran Uang; dan

b.  Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang
Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan

dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut
dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

a. Surat ...
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a.  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1
Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan
Pengedaran Uang;

b.  Peraturan Bank Indonesia No.1/12/PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999
tentang Uang Rupiah Khusus (Commemorative);

c.  Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang
Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 52
DPU
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/14/PB1/2004
TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN,
SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Avat (1)
Yang dimaksud dengan harga Uang adalah nilai nominal atau
pecahan Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4 ...
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Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya
adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan atau jasa lainnya.
Yang dimaksud dengan jasa lainnya antara lain adalah jasa asuransi,
pengangkutan, pelaksana impor (handling import).

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perusahaan percetakan uang adalah
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum
Peruri) atau perusahaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
untuk melakukan pencetakan Uang.

Avyat (3)
Yang dimaksud dengan pemasok uang adalah perusahaan atau pihak
lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan
Uang dan melakukan pencetakan Uang, serta jasa lainnya dalam

rangka pengadaan Uang.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini memuat antara lain macam Uang, harga
Uang, Ciri Uang dan tanggal mulai berlakunya Uang.

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengedarkan Uang antara lain adalah
melakukan kegiatan layanan kas dan pengiriman Uang.

Avat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan layanan bayaran adalah kegiatan
pembayaran Uang yang masih layak edar oleh Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan layanan setoran adalah kegiatan penerimaan
Uang oleh Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan layanan penukaran adalah kegiatan
penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan
memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar dalam
pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang tidak memiliki
rekening di Bank Indonesia, tetapi mempunyai hubungan hukum
dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penyortiran adalah kegiatan memilih dan
memilah Uang antara lain menurut kelayakan edar, pecahan dan
tahun emisi. Dalam kegiatan ini termasuk pula melakukan
penyusunan gambar utama bagian muka (depan) dan belakang Uang
yang searah.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas ...
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Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Huruf a dan b

Dalam penetapan penggantian, Bank Indonesia berwenang

menilai besarnya keutuhan fisik uang.

Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah kondisi fisik
Uang Kertas yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri
dari 2 (dua) bagian atau lebih.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 10
Avyat (1)
Cukup jelas

Avat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang termasuk dalam pengertian pihak lain antara lain adalah
perusahaan yang melayani penukaran uang.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Hurufa
Cukup jelas
Huruf'b
Yang dimaksud dengan tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis

antara lain adalah nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal.
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
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Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pitak lain antar lin adalah Kepolisan o
Negara Republik Indonesia, Interpol. ‘
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas .
Ayat (5) ¥ 3
Yang dimaksud dengan lembaran Uang yang belum dipotong adalal
lembaran Uang yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) ler
Uang Kertas dan masih merupakan satu kesatuan.
Ayat (6)
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Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas
Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan spesimen Uang adalah contoh Uang Kertas
yang pada salah satu sisinya tercantum kata “Spesimen”.
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23 ...
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Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4388
DPU
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Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

4388
DPU
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